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Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manmusia dan salah satu unsur
kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita
Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pembangunan Nasicnal adalah upaya yang dilaksanakan cleh semua
kemponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
Pembangunan yang dilaksanakan harus dapat menjamin bahwa
manfaatnya dapat diterima cleh semua pihak, berdampak adil bagi
perempuan dan laki-laki (responsif gender).

Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
pada pasal 2 dan 3 dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan
diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan,
keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghermatan terhadap hak
dan kewajiban, keadilan, gender dan nendiskriminatif dan nerma-
norma agama. Pembanguman kesehatan bertujuan meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang
agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,
sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang
produktif secara sosial dan ekenomis.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya bagl masyarakat, diselenggarakan upayva kesehatan yang
terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan percrangan
dan upayva kesehatan masyarakat, yang diselenggarakan dalam
bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan

berkesinambungan.
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Pembangunan bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting
dalam kemitmen internasional, yang dituangkan dalam Millenium
Development Goeals (MDGs). Dalam MDGs terdapat tujuan yang
terkait langsung dengan bidang kesehatan yaitu target 4
(menmuunkan angka kematian anak), target 5 [meningkatkan
kesehatan ibu) dan target & (memerangi HIV dan AIDS, TB dan
Malaria serta penyakit lainnya), serta 2 target lainnya yang tidak
terkait langsung vaitu target 1 (menanggulangi kemiskinan dan
kelaparan) dan target 3 [(mendorong Lkesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan). Kementerian Kesehatan telah menyusun
strategi untuk pencapaian target-target tersebut.

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, perlu
adanya pembiayaan kesehatan, vang bertujuan untuk penyediaan
pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang
mencukupi, teralckasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil
guna dan berdaya guna.

Undang-Undang Nemor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah
menetapkan Dana Alckasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber
pembiayaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi,
diantaranya untuk meningkatkan pembangunan kesehatan, sehingga
pemerintah baik pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah
dapat menyediakan pelayanan kesehatan yvang merata, terjangkan
dan berkualitas.

Melalui Dana Alekasi Khusus (DAK), Pemerintah Pusat memberikan
anggaran pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang
merupakan urusan daerah sesuai pricritas nasicnal.

DAK Bidang Kesehatan, diberikan kepada daerah tertentu untuk
membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan
urusan daerah sesuai dengan pricritas pembangunan kesehatan
nasional tahun 2014 yang ditetapkan melalui Rencana Kerja
Pemerintah (RKF) Tahun 2014.

RKP Tahun 2014 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nemor
3% Tahun 2013, merupakan acuan bagi Kementerian, Lembaga
Pemerintah Nen Kementeriam dan Pemerintah Daerah maupun
masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam
pelaksanaan program pembangunan.
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DAK Bidang Kesehatan tahun 2014 difckuskan pada Pelayanan
Kesehatan Dasar untuk Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas
dan jarmgannya) serta Pos Kesehatan Desa; Pelayanan Kefarmasian
untuk Provinsi/ Kabupaten/Kota; dan Pelayanan Kesehatan Rujukan
(Rumah Sakit Provinsif Kabupaten/ Kaota).

Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2014
berisi penjelasan rinc pemanfaatan DAK, dilengkapi infermasi dalam
pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di daerah dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri Kenangan
tentang Alckasi dan Pedoman Umum Dana Alckasi Khusus Tahun
Anggaran 2014. Selanjutnya petunjuk teknis imi menjadi pedoman
pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2014,

Arah Kebijakan

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar,
pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasiem dalam
rangka akselerasi pencapaian MDGs yang difckuskan untuk
menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan anak,
penanggulangan masalah gizi serta pengendalian penyakit (menular
dan tidak menular) dan penyehatan linglungan terutama bagi
penduduk miskin dan penduduk di Daerah Tertinggal, Perbatasan,
dan Kepulauan (DTPK) melalui peningkatan sarana prasarana dan
peralatan kesehatan di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Puskesmas
dan jaringannya, RS Provinsi/ Kabupaten/Kota serta penyediaan dan
pengelolaan obat, perbekalan kesehatan, vaksin, yang berkhasiat,
aman dan bermutu untuk mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan
Sosial Nasional (8JSN) Bidang Kesehatan Tahun 2014,

Tujuan
1. Umum

Membantuu mendanai kegiatan fisik bidang kesehatan yang
merupakan urusan daerah sesuai dengan pricritas pembangunan
kesehatan mnasional yang tertuang dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKPj Tahun 2014.
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2. Khusus

Mendukung percepatan pencapaian MDGs yang terkait dengan
kesehatan, pelaksanaan SJSN  bidang kesehatan, melalui
pembangunan/perbaikan/peningkatan sarana prasarana dan
peralatan di Peskesdes, Puskesmas dan jaringannya, pemenuhan
fasilitas sarana = prasarana dan peralatan di ES
Provinsi/ Kabupaten/Kota  dan  peningkatan — ketersediaan,
pemerataan dan keterjangkauan obat, perbekalan kesehatan
untuk pelayanan kesehatan dasar, terutama bagi pelayanan
untuk masyarakat miskin dan DTPK.

D. Ruang Lingkup
DAK Bidang Kesehatan Tahun 2014 diarahkan untuk kegiatan:

1. Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar

Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan bagi Poskesdes,
Puskesmas dan jaringannya, meliputi:

a. Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas
di DTPK.

b. Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan di
wilayah terpencil/sangat terpencil di DTPK dan peningkatan
Puskesmas menjadi mampu PONED.

¢. Pembangunan sarana Instalasi Pengolahan Limbah.

d. Rehabilitasi karena rusak berat atau rehabilitasi total
Puskesmas/Puskesmas Perawatan, termasuk rumah dinas
dokter dan paramedis.

e. Penyediaan Alat Kesehatan.

f. Penyediaan Puskesmas Keliling (Pusling Roda 4 dan Pusling
Perairan).

g. Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)/Pos
Pembinaan Terpadu (Posbhindu).

2. Subbidang Pelayanan Kesehatan Fujukan

Pemenuhan/ pengadaan sarana, prasarana dan peralatan bagi
Rumah Sakit Provinsi/ Kabupaten/Kota, meliputi:

a. Pemenuhan Sarana, Prasarana Dan Peralatan Tempat Tidur
Kelas III.

b. Pemenuhan Sarana, Prasarana Dan Peralatan IGD RS.

¢. Pemenuhan Sarana, Prasarana Dan Peralatan ICU ES.
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Pemenuhan Sarana, Prasarana Dan Peralatan PONEK ES.
Pemenuhan Sarana, Prasarana Dan Peralatan IPL RS.
Pemenuhan Sarana Prasarana UTD di RS/BDRS.
Pemenuhan Peralatan Kalibrasi di BS.

Subbidang Pelayanan Kefarmasian, meliputi:

.

Penyediaan cbat dan perbekalan kesehatan untuk fasilitas
pelayanan kesehatan dasar untuk Kabupaten/Kota yang
mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasicnal (DOEN).
Pembangunan baru/Rehabilitasi danfatau Penyediaan
sarana pendukung Instalasi Farmasi KabupatenfKota.
Pembangunan barni/Rehabilitasi danfatau  Penyediaan
sarana pendukung Instalasi Farmasi Provinsi.

E. Pengalckasian Dan Penyaluran DAK

Proses pengalckasian dan penyaluran DAK meliputi:

1.

Pengalokasian
Penghitungan alckasi DAK Bidang Kesehatan Tahun 2014,
dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:

a.

Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK

Penentuan kelayakan daerah penerima DAK menggunakan
Indeks Fiskal Wilayah (IFW) dengan bobot 50% dan IT
(Indeks Teknis) dengan bobot 50%.

Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah

1) Penentuan besaran alckasi daerah penerima DAK
menggunakan IFW dengan bebot 20 % dan IT dengan
bebot 80%.

2] IFW ditentukan berdasarkan Kriteria Umum
merupakan kewenangan Kementerian Keuangan dan
Kriteria Khusus merupakan kewenangan dari
KementerianfLembaga terkait, sedangkan kriteria
teknis merupakan kewenangan dari Kementerian
Kesehatan.

3) Usulan ruang lingkup kegiatan dan besaran alckasi
DAK  kemmudian dibahas dan diputuskan bersama
antara pemerintah dengan Panitia Kerja Belanja
Transfer ke Daerah DPR RI.
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4) Kaidah-kaidah mengenai mekanisme pengalokasian
DAK dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor
55 Tahun 20G05.

Penyaluran

DAK Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2014 disalurkan

melalui mekanisme transfer yang diatur melalui Peraturan

Menteri Keuangan dan ketentuan peraturan yang berlaku

lainnya.

a. Penyediaan Sarana, Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar
untuk Kabupaten/Kota, disalurkan melalui SKPD Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota.

b. Penyediaan Obat, BMHP dan Sarana Prasarana Pelayanan
Kefarmasian untuk Kabupaten/Kota, disalurkan melahai
SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sedangkan
penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Kefarmasian
untuk Provingi, disalurkan melalui SKPD Dinas Kesehatan
Provinsi.

¢c. Penyediaan Sarana Prasarana Dan Peralatan Kesehatan
untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan disalurkan melalui
SKPD Rumah Sakit Umum atau Khusus
Prowvinsi/ Kabupaten/ Kota.
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BAB II

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN TEKNIS
DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2014

Perencanaan

Sesuai dengan Pasal 162 Undang-Undang Nomoer 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah
(Provinsi/ Kabupaten/Kota) harus saling berkeordinasi dalam

penyusunan kegiatannya.

Dalam rangka menjaga sinkronisasi perencanasn, pelaksanaan dan
evaluasi program kesehatan Kabupaten/Kota dengan Provinsi, SKPD
yang mempercleh alckasi DAK Bidang Kesehatan agar berkoordinasi
dengan Dinas Kesehatan Provinsi.

Rencana Kegiatan dan Anggaran (EKA) vang disusun mengacu
kepada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun
2014.

Pelaksanaan Teknis

1. Pagu anggaran DAK Bidang Kesehatan Tahun 2014 terdiri dari
anggaran Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar untuk Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota; anggaran Subbidang Pelayanan
Kesehatan Rujuksn untuk RS ProvinsifKabupaten/Kota; dan
anggaran Subbidang Pelayanan Kefarmasian untuk Dinas
Kesehatan ProvinsifKabupaten/ Kota.

2. Penggunaan anggaran DAK Bidang Kesehatan Tahun 2014 harus
mengacu pada Petunjuk Teknis Penggunasn DAK Bidang
Kesehatan TA 2014. Ruang lingkup kegiatan DAK dalam juknis
ini sifatnya pilihan sesuai dengan subbidang masing-masing dan
disesuaikan dengan prioritas nasional.

3. Penggunaan anggaran DAK Bidang Kesehatan 2014 yang tidak
sestlai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang
Kesehatan 2014 menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan
SKPD vang bersangkutan.

4, Tidak diperkenankan pengalihan anggaran ataupun kegiatan
antar subbidang karena besaran alockasi per subbidang
mempunya keterikatan dengan Undang - Undang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) Tahun 2014 dan
Peraturan Menteri Keuangan Nemor 180/PME.G7/2013 tentang
Pedoman Umum dan Alckasi DAK Tahun Anggaran 2014,
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Pengelolaan dan pertangpungjawaban keuangan anggaran
transfer daerah termasuk DAK Bidang Kesehatan mengikuti
ketentuan yang telah diatur cleh Peraturan Menteri Dalam Negeri
dan Peraturan Menteri Keuangan.

Daerah penerima DAK wajib menganggarkan dana pendamping
dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari
besaran alckasi DAK yang diterima sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nemor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
pasal 61. Pengunaan Dana Pendamping ini merupakan satu
kesatuan dengan pagu DAK dan penggunaannya untuk kegiatan
fisikk yang mengacu pada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK
Bidang Kesehatan Tahun 2014.

DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi
kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan,
perjalanan dinas, biaya operasicnal, biaya
pemeliharaan/ perawatan dan biava konsultan/jasa/ftenaga
pelaksana ataupun aspek lainnya sebagal akibat pelaksanaan
DAK Bidang Kesehatan.

Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan RS
Provinsif Kabupaten/ Kota melaporkan pelaksanaan kegiatan DAK
Bidang Kesehatan sesuai dengan subbidangnya yvang meliputi
jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan realisasi
fisik kepada Dinas Kesehatan Provinsi, paling lambat 14 han
setelah triwulan selesai (Maret, Juni, September, Desember).
Dinas Kesehatan Provinsi melakukan kompilasi dan merekap
laperan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di wilayah kerjanya,
kemudian hasil rekapan koempilasi per subbidang meliputi jenis
kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan realisasi fisik
tersebut dikirimkan ke Menteri Kesehatan melalui Sekretaris
Jenderal up. Kepala Bire Perencanaan dan Anggaran, paling
lambat 14 hari setelah triwulan selesai (Maret, Jum, September,
Desember).

Dalam pelaksanasn kegiatan vang dibiayai oleh DAK Bidang
Kesehatan dan dana pendampingnya tidak boleh duplikasi
dengan sumber pembiayaan lainnya dari APBN maupun APBD.
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BAB III
SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Pembangunan Puskesmas Pembantu/ dan Puskesmas di DTPK

1.

Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Di era desentralisasi terjadi pengembangan Kabupaten/ Kota
diilkuti cleh pengembangan kecamatan dan desa. Disetiap
kecamatan harus memiliki Puskesmas. Dalam mendekatkan
akses pelayanan kesehatan, Puskesmas dibantu oleh
keberadaan Puskesmas Pembantu. Puskesmas Pembantu
melayam 2 - 3 desa yang berada di wilayah kerja Puskesmas.
Pembangunan Puskesmas Pembantu juga diperlukan untuk
hal-hal khusus seperti Puskesmas Pembantu yang rmisak akibat
bencana alam, relokasi Pustu yang disebabkan adanya
perubahan tata ruang wilayah, dan lain-lain. Pembangunan
Puskesmas Pembantu dipricritaskan untuk Kabupaten/Kota
yang memiliki jumlah penduduk vang besar dan Angka
Kematian Ibu yang tinggi. Persyaratan pembangunan
Puskesmas Pembantu adalah sebagai berikut :

a. Persyaratan Umum
1) Adanya telaah kebutuhan akan adanya Pustu, antara

lain karena:

a Mendukung peningkatan pelayanan Puskesmas.

b) Mengganti Pustu yang rusak karena bencana alam.

¢ Relckasi Pustu, yang disebabkan adanya jalur
hijau, perubahan tata ruang wilayah, terjadinya
masalah hukum pada lokasi fisik bangunan.

d) Pustu diharapkan dapat melayani 2 - 3 desa yang
ada.

2] Lokasi:
al Berada di tengah pemukiman penduduk.
b) Kepadatan penduduk berkisar antara 3.000 -
5.000 penduduk, atau terdapat pertimbangan lain.
¢) Jarak lokasi pembangunan bam Pustu dengan
sarana kesehatan lain, dengan kisaran 3 - 5 km,
atau terdapat pertimbangan lain.
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3) Ada surat pernyataan vang ditandatangani Kepala

Daerah, yang berisi:

a) Kesanggupan daerah untuk memenuhi ketenagaan
dan biaya cperasional.

b} Tersedia tanah yang tidak bermasalah untuk
pembangunan.

¢) Pembangunan belum pernah diusulkan dari
sumber dana lainnya.

4] Tersedia rumah dinas bagi petugas bila berada di
daerah terpencil atau sangat terpencil.

5] Usulan disertai sarana prasarana penunjang yang
harus  disediakan seperti pagar, listrik, air,
perlengkapan mebeulair, dan perlengkapan kesehatan
yang dibutuhkan.

b. Persyaratan Tekmnis:

1) ILmas ruangan/bangunan sesuai  dengan  kendisi
setempat dengan memperhatikan kebutuhan minimal
pelayanan/kegiatan. Sedangkan jumlah sarana dan
ruangan tergantung jenis pelayanan/kegiatan yvang
dilaksanakan. Pembangunan baru Pustu dapat
menggunakan bahan bangunan yang dihasilkan cleh
wilayah setempat.

2) Denah tata ruang agar memperhatikan fungsi sebagai
sarana pelayanan kesehatan. Denah kebutuhan tata
ruang mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang
Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan
Masyarakat tahun 2007 serta lampiran pedeman yang
disempurnakan dan pedeman program.

3) Peralatan kesehatan
Kebutuhan minimal peralatan kesehatan
pembangunan Pustui mengacu pada buku Pedoman
Peralatan.

c. Acuan:
1) Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal
Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007,

2) Pedoman  Peralatan, Direktorat Jenderal Bina
Kesehatan Masyarakat tahun 2008,
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Pembangunan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Perbatasan
dan Kepulauan (DTPEK)

Pembangunan Puskesmas ditujukan untuk peningkatan
jangkanan pelayanan kesehatan wyang berkualitas kepada
masyarakat.

a. Persyaratan Umum:

1)

Adanya telaah kebutuhan akan adanya Puskesmas di

DTPK , antara lain karena :

a Kecamatan pemekaran yang tidak mempunyai
Puskesmas.

b} EKepadatan penduduk tinggi, jumlah penduduk
lebih dari 3¢.0GC penduduk per kecamatan.

¢) Wilayah kerja sangat luas

Lokasi:

a Didirikan pada area yang mudah terjangkau baik
dari segi jarak maupun sarana transportasi umum
dari seluruh wilayah kerjanya.

b) Pertimbangan lainnya vang ditetapkan oleh
daerah.

Ada surat pernyataan yang ditandatangani Kepala

Daerah, yang berisi:

a Kesanggupan daerah untuk memenuihi ketenagaan
dan biaya cperasional.

b) Tersedia tanah wyang tidak bermasalah untuk
pembangunan

¢) Pembangunan belum pernah diusulkan dari
sumber dana lainnya.

Dilengkapi rumah dinas bagi petugas bila berada di
daerah terpencil atau sangat terpencil. Rumah dinas
berada satu lokasi dengan Puskesmas.

Usulan disertai sarana prasarana penunjang yang
harus  disediakan seperti pagar, Lstrik, air,
perlengkapan mebeuldr, SPAL/IPAL, sarana
pembuangan sampah, dan peralatan kesehatan yang
dibutuhlzan.
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b. Persyaratan Teknis:

1) Luas lahan dan bangunan tergantung jenis pelayanan
kesehatan/kegiatan yang dilaksanakan guna
memberikan pelayanan vang optimal.

2) Denah tata ruang

al Denah tata ruang Puskesmas mengacu pada buku
Pedoman Tata FRuang Puskesmas, Direktorat
Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007
serta lampiran pedoman yang disempurnakan dan
pedoman program.

b} Setiap pembangunan Puskesmas perlu
memperhatikan ruang penyimpsanan obat, ruang
laboratorinm, adanya ruang laktasifpojok ASI
(standar ruang laktasi terlampit], dan
memperhatikan hal-hal vang berkaitan dengan
pemenuhan kebutuhan gender.

3) Peralatan Kesehatan
Kebutuhan minimal peralatan kesehatan
pembangunan Puskesmas mengacu pada buku
Pedoman Peralatan.

c¢. Acuan

1) Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal
Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007.

2)  Pedoman  Peralatan, Direktorat Jenderal Bina
Kesehatan Masyarakat tahun 2008.

B. Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Perawatan di DTPK dan
Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Mampu PONED

1. Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Perawatan di DTPK

Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan di
DTPK, ditujukan untuk meningkatkan jangkauan masyarakat
terthadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat pada pelayanan rawat inap.
Sasaran utama Puskesmas yang ditingkatkan menjadi
Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang berada di
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perbatasan dengan negara tetangga dan Puskesmas yang
berada di daerah terpencil / sangat terpencil (daftar terlampir).

a. Persyaratan Unmum

1)

Adanya telaahan kebutuhan akan adanya Puskesmas

Perawatan, antara lain karena:

a Puskesmas di wilayah terpencil, tertinggal,
kepulauan, perbatasan dengan negara lain sesuai
dengan target (101 Puskesmas terlampir).

b) Kabupaten pemekaran yang belum tersedia Rumah
Sakit.

Lokasi Puskesmas:

a Wilayah terpencil/sangat terpencil, tertinggal,
perbatasan dan kepulauan.

b) Waktu tempuh lebih dari 2 jam dengan
menggunakan sarana transportasi yang tersedia.
Ada surat pernyataan yang ditandatangani Kepala

Daerah yang berisi:

a Kesanggupan daerah untuk memenuhi ketenagaan
dan biaya cperasional.

b} Tersedia tanah yang tidak bermasalah untuk
pembangunan

¢) Pembangunan belum pernah diusulkan dari
sumber dana lainnya.

Dilengkapi rumah dinas bagi petugas bagi Puskesmas

yang membutuhkan. Fumah dinas harus satu lokasi

dengan Puskesmas.

Usulan disertai sarana prasarana penunjang vang

harus  disediakan seperti pagar, Lstrik, air,

perlengkapan mebeuldr, SPAL/IPAL, sarana
pembuangan sampah, dan peralatan kesehatan yang
dibutuhlkan.

b. Persyaratan Teknis

1)

Luas lahan dan bangunan tergantung jenis pelayanan
kesehatan/kegiatan yang dilaksanakan guna
memberikan pelayanan yang ocptimal.
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2]  Denah tata ruang:

a Denah tata ruang Puskesmas mengacu pada buku
Pedoman Tata PRuang Puskesmas, Direktorat
Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007
serta lampiran pedeman yang disempurnakan dan
pedoman program.

b} Setiap pembangunan Puskesmas perlu
memperhatikan ruang penyimpanan chat, ruang
laboraterium, adanya ruang laktasifpojok ASI
(standar ruang laktasi terlampir), dan
memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan
pememihan kebutuhan gender.

3) Peralatan Kesehatan

Kebutuhan minimal peralatan kesehatan

pembangunan Puskesmas mengacu pada buku

Pedoman Peralatan.

c. Acuan

1} Pedeman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal
Bina Keschatan Masyarakat tahun 2007,

2]  Pedeman  Peralatan, Direktorat Jenderal Bina
Kesehatan Masyarakat tahun 2008.

Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Mampu PONED

Dalam rangka mendekatkan akses penanganan gewat darurat
obstetrik dan neonatal, Puskesmas Perawatan perlu di lengkapi
dengan PONED (Pelayanan Obstetri Necnatal Emergensi Dasar).
Pricritas peningkatan Puskesmas menjadi Mampu PONED
adalah Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang besar
dan Angka Kematian Ibu yang tinggi.

a. Persyaratan Umum

1) Adanya telaahan kebutuhan Puskesmas Perawatan
mampu PONED dari Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

2] Lokasi:
al Letak strategis dengan Puskesmas lain dan FRumah
salkit atau ketentunan khusus.
b} Berada dalam waktu tempuh lebih dari 2 jam ke
Rumah Sakit.
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¢) Dapat dilalui dilalii cleh sarana traspoertasi umum.

Ada surat pernyataan yang ditandatangani Kepala

Daerah, yang berisi:

a Tersedianya tanah vang tidak bermasalah.

b) Kesanggupan daerah untuk memenuhi ketenagaan
dan biaya operasional.

¢ Belum pernah diusulkan dari sumber dana
lainnya.

Usulan disertai sarana prasarana penunjang yang

harus disediakan, seperti pagar, listrik, air,

SPAL/IPAL, mebeulair, sarana pembuangan sampah,

peralatan kesehatan dan rumah dinas petugas

kesehatan Puskesmas, penyediaan sarana dan

peralatan PONED (Pelayanan Obstetri dan Necnatal

Emergensi Dasar).

b. Persyaratan Teknis

1)

Luas lahan dan bangunan

Jumlah sarana dan luas ruangan PONED sesuai
ketentuan. Puskesmas Perawatan mampu PONED,
rumah dokter dan rmumah petugas kesehatan harus
berada dalam satu lokasi.

Denah tata muang

Rancangan tata-ruang/bangunan agar
memperhatikan fungsi sebagai sarana pelayanan
kesehatan. Puskesmas Perawatan mampu PONED
harus dilengkapi dengan Dapur Gizi dan peralatannya
serta UGD yang dapat memberikan pelayanan PONED.
Pelayaman PONED mengacu pada buku acuan

Pelatihan Pelayanan ©Obstetri MNeconatal Emergensi
Dasar.

Peralatan kesehatan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaysnan yang
diberikan cleh Puskesmas perawatan mampu PONED,
maka  Puskesmas diperkenankan melengkapi
peralatan Puskesmas sesuai standar peralatan
Puskesmas.
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4) Dalam rangka pengembangan Sistem Penanggulangan
Gaw at Darurat Terpadu (SPGDT) dimungkinkan untuk
pengadaan Pusling bagi Puskesmas.

¢, Acuan

1) Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal
Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007.

2)  Pedeman  Peralatan, Direktorat Jenderal Bina
Kesehatan Masyarakat tahun 2008,

Pembangunan Instalasi Pengalahan Limbah (IPL)

Penyediaan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) dan Pengadaan
Peralatan Pendukungnya di Puskesmas Kabupaten/Kota dari Dana
Alokasi Khusus dimaksudkan untuk menjamin keamanan kualitas
lingkungan khususnya limbah cair den padat dari hasil kegiatan
Puskesmas terhadap masyarakat sekitarnya. Instalasi pengelahan
air limbah adalah termasuk pengolahan pendahuluan (pre
frecdment). Hal ini dilakukan untulk melindungi kualitas lingkungan
sekitar dari kegiatan Puskesmas agar tidak terjadi pencemaran
lingkungan. Instalasi Pengolahan Limbah berfungsi untuk mengelah
air buangan dan mengelah limbah padat yang berasal dari kegiatan
vang ada di Puskesmas agar memenuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Peralatan pendukung adalah peralatan yang
berfungsi mendukung dan memperlancar proses pengclahan air
buangan baik pengeolahan secara fisik, biclogis maupun kimiawi, alat
pendukung lainnya pengolah limbah padat.

1. Persyaratan Umum

a. Puskesmas tersebut belum mempunyai Intalasi pengelahan
Limbah atau sudah mempunya Instalasi Pengelahan
Limbah tapi tidak dapat berfungsi yang diadakan sebelum
tahun 2002.

b. Mempunyai lahan siap bangun, lahan tidak dalam
sengketa, mempunyai sertifikat tanah, sudah dilakulkan
perataan, pemadatan dan pematangan tanah.
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Perhitungan pengadaan Instalasi Pengelahan Limbah
dilakukan berdasarkan analisa kebutiithan, pertimbangan
operasional serta kondisi dan letak geografis/topografi
daerah.

Pengelolaan  limbah  Puskesmas  harus memenuhi
persyaratan dalam Keputusan Menteri Kesehatan MNomor
1428 /Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas.

Garansi Instalasi pengeolahan hmbah minimal 1 (satu)
tahun.

Garansi purna jual instalasi pengolahan limbah minimal 5
(ima) tahun.

Penyedia jasa wajib melakukan Pelatihan pengoperasian
dan pemeliharaan IPL bagi petugas Puskesmas.

Penyedia jasa wajib Memberikan Standar Operasional
Progsedur (SOP) dan Standar Minimal Pemeliharan (SMP)
Instalasi Pengolahan Limbah dalam bahasa indenesia.

Penyedia jasa atan Puskesmas wajib mengurus ijin
operasicnal IPAL (yjin pembuangan limbah cair) ke
kanter/badan lingkungan hidup setempat sesual dengan
peraturan yang berlaku.

Puskesmas vang menghasilkean limbah cair atau limbah
padat vang mengandung atan terkena zat radicaktif,
pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan BATAN (tidak
dimasukan ke IPAL).

Persyaratan Khusus

a.

Luas lahan dan bangunan IPAL disesuaikan dengan
kapasitas IPAL yang di butuhkan Puskesmas yang didapat
dari data pemakaian rata-rata air bersih per hari.

Kapasitas IPAL minimal dapat mengolah limbah cair
sebanyak 100% dari jumlah pemakaian air bersih di
Puskesmas tiap harinya.

Puskesmas membuat Perencanaan Detail Engineering
Design (DED) IPAL dan jaringsnnya serta RAB, unit cost
vang ditetapkan oleh kepala Puskesmas dengan
rekomendasi Dinas PU Pemda setempat diketahui cleh
Bupati/Walikota.
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Perencanaan Detail Engineering Design (DED) IPAL dan
jaringannya serta RAB tersebut dibiayai dari APBD
Kabupaten/Kota.

Membuat surat pernyataan Lkesanggupan membiayai
Pelaksanasn  Operasional dan Pemeliharaan vang
ditandatangani cleh Kepala Puskesmas dan diketahui cleh
Bupati/ Walikota sebeluim Pekerjaan Pembangunan dimulai.

Membuat surat pernyataan kesanggupan membiayai wuji
laboratorium lingkungan terhadap influen dan efluen air
limbah vang masuk dan keluar dari IPAL yang
ditandatangani cleh Kepala Puskesmas dan diketahui cleh
Bupati/ Waliketa selama minimal 3 bulan sekali dan
melaporkannya ke Kementerian Kesehatan.

Membuat surat pernyataan kesanggupan menjaga agar
efluen air hmbah yang keluar dari instalasi tersebut
memenuhi Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair
Bagi Kegiatan Rumah Sakit atan peraturan daerah
setempat, yang ditandatangani cleh Kepala Puskesmas dan
diketahnii  oleh  Gubernur/Bupatif Waliketa  sebelum
Pekerjaan Pembangunan dimulai.

Rencana peletakan Instalasi pengelahan lmbah agar
memperhatikan denah tata ruang di Puskesmas agar

memudahkan operasional, pemeliharaan, dan keamanan
IPL.

Semua air limbah Puskesmas dialirkan ke IPAL, dan untuk
air limbah dari ruang laboraterinum, leundry dan instalasi
gizifdapur harus dilakukan pengolahan pendahuluan (pre
treatmenti) terlebih dahulu sebelum dialirkan ke IPAL.
Koemponen yang bisa dicakup dari Dana Alckasi Khusus
(DAK) untuk Pembangunan Instalasi Pengelahan Air
Limbah meliputi:

1 Pekerjaan persiapan: bouplank, direksi kif, mobilisasi.

)
2]  Pekerjaan struktur pondasi.
3} Pekerjaan konstruksi IPAL.
4)  Plester, acian IPAL dan water proofing.
5) Fasilitas IPAL antara lain ruang panel, blower dan

ruang operator.
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Finishing IPAL.

Pekerjaan equipment, mekanikal dan elektrikal antara
lain pemasangan blower dan pompa, pembuatan panel
listrik, dengan kapasitas daya minimal serta
pemasangan peralatan listrik lainnya.

Pagar Pelindung lokasi IPAL.

Jaringan Air Limbah dan Bak Pengumpul.

Dalam pemilihan jenis dan teknolegi Instalasi Pengelahan
Air Limbah (TPAL) harmis memperhatikan:

1)
2)

Kekuatan konstruksi bangunan.

Teknelegi IPAL vang dipilih harus sudah terbukti
eftien (keluaran) air limbah hasil pengolahannya telah
memenuhi Keputusan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nemer 38 Tahun 1995 tentang Baku Mutu
Limbah Cair Bagi Kegiatan ERumah Sakit atau
Peraturan Daerah Setempat.

Disarankan pihak Puskesmas mencari referensi
dengan peninjanian ke Puskesmas yang telah memakad
produk teknelegi IPAL yvang terbukti minimal 3 tahun
effluenmya masih memenuhi Keputusan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nomeor 58 Tahun 1995 atau
peraturan daerah setempat dengan dibuktikan dengan
hasil uji laboraterium lingkungan (vang terakreditasi)
terhadap influent dan effliuent air limbah.

Teknelegi IPAL yang dipilih harus mudah dalam
pengoperasian dan pemeliharaannya.

Mudah mencari suku cadangnya.

Biaya operasional IPAL yang tidak besar (listrik,
pemeliharaan alat, dil).

IPAL dapat digunakan untuk pengelahan air limbah
dengan konsentrasi rendah maupun kensentrasi
tinggi.

Lumpur yang dihasilkan IPAL sedikit.

IPAL tahan terhadap fluktuasi jumlah air limbah
maupun fluktuasi kensentrasi.

Harus dipasang alat pengukur debit pada influent dan
eftuent IPAL untuk mengetahwui debit harian limbah yang
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m. Pemerintah Daerah dan Pihak Puskesmas harus
menyediakan dana untuk tenaga operater dan biaya
operasional lainnya.

Persyaratan khusus alat penghancur jarum suntik dan syringe

nya

a.  Alat ini mampu menghancurken jarum suntik dan syringe
nya.

k. Alat penghancur jarum suntik dan syringe nya harus
teregistrasi di Kementerian Kesehatan.

c¢. Hasil clahan alat maksimal 10,0 mm (lebih kecil hasil
alahan lebih baik)

d. Kapasitas alat minimal dapat menghancurkan jarum
suntik dan syringe nya 300 buah/jam.

Acuan

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Undang-Undang Nemor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

¢. Peratiran Pemerintah MNomer 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

d. EKeputusan Bapedal Nomer 3 Tahun 1995 tentang
Persyaratan Teknis Pengelahan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun.

e. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomer 13
Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak
Bergerak.

f. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomeor 58
Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan

Rumah Sakit.

g. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1428 /Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas.

h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

1190 /Menkes/ Per/VIIL/201C tentang Izin Edar Alat
Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

i.  Instruksi Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2013
tentang Persyaratan dan kewajiban dalam ijin Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
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D. Rehabilitasi Puskesmas/EFumah Dinas Dekter/Dokter
Gigi/ Paramedis

1.

Rehabilitasi Puskesmas Pembantu

Untuk meningkatkan akses serta meningkatkan pelayanan
kesehatan oleh Puskesmas di wilayah kerjanya, keberadaan
Puskesmas Pembantu sebagai jejaring pelayanan sangat
dibutuhkan. Di beberapa daerah perlu ada rehabilitasi fisik
pada bangunan Puskesmas Pembantu yang mengalami
kerusakan. Eehabilitasi Pustu diprieritaskan  untuk
Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang besar dan
Angka Kematian ibu yang tinggi. Pelaksanaan rehabilitasi fisik
Puskesmas Pembantui harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut :

a. Persyaratan Umum
1} Puskesmas Pembantu dengan kondisi rusak berat
atan rusak total.

2]  Belum pernah diusulkan dari sumber dana lainnya.

b. Persyaratan Teknis

1) Denah tata mang
Denah tata ruang Puskesmas Pembantu mengacu
pada buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas,
Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun
2007 serta lampiran pedoman yvang disempurnakan
dan pedeman program

2) Tersedia bukti pernyataan Dinas Pekerjaan Umum
(PU) setempat tentang kondisi bangunan (usak berat
atan rusak total) sehingga perlu di
perbaiki/rehabilitasi. Biaya penghancuran dibebankan
pada APBD (dengan memanfaatkan dana pendamping
DAK).

c. Acuan
1) Pedeman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal
Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007,

2) Pedeman Peralatan, Direktorat Jenderal Bina
Kesehatan Masyarakat tahun 2008,
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Rehabilitasi Puskesmas

Guna menunjang serta meningkatkan pelayanan Puskesmas
secara optimal, perlu adanya rehabilitasi fisik pada bangunan
Puskesmas yang mengalami kerusakan. Rehabilitasi Puskesmas
juga diperlukan untuk hal-hal khusus seperti, relokasi
Puskesmas yang disebabkan adanya perubahan tata ruang
wilayah, dan lain-lain. Khusus bagi Puskesmas yang
membutuhkan rumah dinas dokter, diperkenankan untuk
menambah rumah dinas delter Puskesmas. Rehabilitasi
Puskesmas dipricritaskan untuk Kabupaten/kota dengan
jumlah penduduk yang besar dan Angka Kematian Ibu yang
tinggi. Pelaksanaan rehabilitasi fisik Puskesmas harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Persyaratan Umum
1) Puskesmas atau Puskesmas Perawatan dengan
kondisi rusak berat atan rusak total.

2]  Puskesmas yvang mengalami relokasi yang disebabkan
adanya perubahan tata ruang wilayah dan hal lain.

3) Belum pernah diusulkan dari sumber dana lainnya.

b. Persyaratan Tekmnis
1) Denah tata rmang

al Denah tata ruang Puskesmas mengacu pada buku
Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat
Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007
serta lampiran pedoman yang disempurnakan dan
pedoman program

b) Setiap perbaikan/rehabilitasi Puskesmas perlu
memperhatikan ruang penyimpanan cobat, ruang
laboraterinm tersedianya ruang laktasi/pejock ASI
jika dibutuhkan (standar ruang laktasi terlampir),
dan memperhatikan kebututhan gender.

2]  Tersedia bukti pernyataan Dinas Pekerjaan Umum
(PU} setempat tentang kendisi bangunan (rusak berat
atan rusak total) sehingga perlu di
perbaiki/rehabilitasi. Biaya penghancuran dibebankan
pada APBD (diluar anggaran DAK dan dana
pendampingnya).
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3) Tidak dilakukan registrasi baru pada bangunan
Puskesmas yang direhabilitasi.

¢c.  Acuan

1) Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal
Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007,

2) Pedeman  Peralatan, Direktorat Jenderal Bima
Kesehatan Masyarakat tahun 2008.

Eehabilitasi Rumah Dinas Dokter/ Deckter Gigif Paramedis/
Perawat

Guna menunjang pelayanan kesehatan secara optimal, telah
dialckasikan kegiatan rehabilitasi rumah  dokter/dokter
gigif paramedis dengan persyaratan sebagai berilkut :

a. Persyaratan Umum

1) EKondisi kerusakan bangunan rusak berat dan rusak
total.

2)  Rehabilitasi rumah dinas dokter/ dokter
gigi/ paramedis yang berada pada lokasi dalam wilayah
kerja yang sama dengan Puskesmas.

3} Belum pernah diusulkan dari sumber dana lainnya

b. Persyaratan Teknis

1} Persyaratan teknis rehabilitasi sesuai  dengan
peraturan yang berlaku.

2) Tersedia bukti pernyataan Dinas Pekerjaan Umum
(PU} setempat tentang kondisi bangunan rusak berat
atann  tusak total) sehingga perlu di  perbaikif
rehabilitasi. Biaya penghancuran dibebankan pada
APBD (diluar anggaran DAK dan dana
pendampingnya).

3) Rencana tata ruang
Rancangan tata ruang/bangunan agar memperhatikan
fungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan. Tata-
ruang dan jenis ruangan mengacu pada buku
Pedeman Tata Ruang Puskesmas.
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c. Acuan
1} Pedeman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal
Bina Keschatan Masyarakat tahun 2007,
2]  Pedeman  Peralatan, Direktorat Jenderal Bina
Kesehatan Masyarakat tahun 2008.

Penyediaan Alat Kesehatan

Pengadaan alat kesehatan di Puskesmas ini terdiri dari (1)} alat
laberaterium, (2) alat peliklinik set; dan (3) alat gawat darurat/Life
Sawving (4) Sanitarian Kit (5) Food Confamination Kit. Adapun
persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

1. Untuk alat kesehatan di Puskesmas yang harus dipenuhi
adalah:

a. Persyaratan Ummum

Kebutuhan akan adanya alat kesehatan Puskesmas
diharapkan mempertimbangkan beberapa hal sebagai
berikut:

1) Diperuntukkan bagi Puskesmas yang alat kesehatan
tidak lengkap, Puskesmas yang akan berfungsi sebagad
gatekeeper dalam mempersiapkan Jaminan Kesehatan
Nasional, Puskesmas di Kabupaten/Kota dengan
jumlah penduduk yang besar dan Angka Kematian Ibu
yang tinggi, Puskesmas yang berada di daerah jalur
mudik, rawan Tbencana dan kecelakaan, dan
Puskesmas lain yang dianggap perlu.

2) Sarana penunjang agar alat kesehatan dapat berfungsi
optimal telah tersedia (listrik, air, genset, bangunan
penunjang, dil).

3) Tersedia SK DBupati/Waliketa tentang nama
Puskesmas yang akan menerima alat kesehatan.

4) Tersedia tenaga yang mampu mengoperasikan alat
kesehatan.

b. Persyaratan Teknis
Peralatan kesehatan mengacu pada buka Pedoman
Peralatan Puskesmas, Ditjen Bina Kesmas Tahun, 2008.
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Alat Laboratorium
1) Rincian Alat
No Jenis
1 | Mikroskep Binckuler+ Kit
2 | Rotator
3 | Refrigerator (suhu 2-8°C)
4 | Haemeglebinometer + Reagen
5 Urine Analizer + Strip (3 parameter : Glukosa,
Protein, PH)
& | Blood Lancet Set
7 | Hemocytometer Set + Reagen
& | Westergreen Set
G | Sentrifuge Mikrchematokrit
10 | Kotak penyimpanan (Bex Slide)
11 | Bunsen
12 | Pipet
13 | Rak Pengering Slide
14 | Alat Fit Test (Tipe FT 30)
15 Sharp bin Contaner (Kotak tahan tusukan
untuk spuit bekas)

2)

Kriteria

&)

Sumber Daya Manusia

Mempunyai petugas yang memihki kualifikasi
pendidikan dan pengalaman yang memadai serta
mempercleh/ memiliki kewenangan  untuk
melaksanakan kegiatan dibidang yang menjadi
tugas atau tanggung jawabnya. Jenis, kualifikasi
dan jumlah tenaga laboratorium adalah sebagai
berilaut:

No | Jenis Tenaga Kualifiltasi Jumlah
1 | Penanggung Dokter 1
jawab
2 | Tenaga Teknis | Analis Kesehatan 1
(DI
3 | Tenagancn Minimal SMU/ 1
Teknis sederajat
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Sarana dan Prasarana

Mempunyai sarana dan prasarana laberatorium
yaitu segala sesuatu vang berkaitan dengan fisik
bangunan/ruangan laboraterinm dan
jaringanfinstalasi yang membuat suatul sarana
vang ada bisa berfungsi sesuai dengan tujuan yang
diharapkan. Persyaratan sarana dan prasarana
adalah sebagai berikut:

(1) Ukuran ruang laberatorium minimal 3 x 4 m?,
kebutuhan luas ruang disesuaikan dengan
jenis pemeriksaan yang diselenggarakan cleh
Puskesmas.

(2) Listrik harus mempunyai aliran tersendiri
dengan tegangan stabil, kapasitas harus
cukup.

(3) Ruangan harus mempunya sirkulasi udara
vang bak (ventilasi silang/cross wventilation),
sehingga pertukaran udara dari dalam ruangan
dapat mengalir ke luar ruangan.

(4 Suhu ruangan tidak beleh panas, dengan
sitkulasi vdara yang baik maka disarankan
suhu dipertahankan antara 22°C s/ d 26°C.

(5) Tersedia fasilitas air bersih yang mengalir dan
debit air yang cukup pada bak cuci. Air
tersebut harus memenuhi syarat kesehatan.

(®) Mempunyai wadah (tempat sampah)
khusus/terpisah yvang dilengkapi dengan
penutupnya untuk pembuangan limbah padat
medis infeksins dan non infeksius pada
laboratorium. Pengelolaan (pewadahan,
pengangkutan dan pemusnahan) limbah padat
dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang
berlalu.

(7) Mempunyai sistem/instalasi pengolahan air
limbah Puskesmas.
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d. Poliklinik Set

No. | Nama Alat No. | Nama Alat
. . Skalpel, tangkai pi
1 | Bingkai Kaca Mata 33 pel, tangkai pisau
operasi
2 Diagnostik set, lengkap | 34 Sonde pengulkur dalam
hika
3 EKG (Daerah 35 Sterilisator (pemanas
Perkotaan) alkchal)
4 Kaca Kepala 36 | Celemek Plastik
5 Kaca Pembesar 37 | Duk bolong
Kartu1 Tes Penglihatan
& Dekat 38 | Sarung tangan
” Lensa Pemeriksaan 20 Baki logam, tempat
Visus alat steril
& Manset anak 40 | Lampu senter
Mangkok untuk
G Met 41
creran laruitan
1¢ | Palu pengukur reflex 47 | Meja instruumen/ alat
Silinder k. t.
11 | Stopwatch 43 et Korentansg
steril
12 | Snellen Chart 44 | Standar waskom,
tunggal
13 | Spekulum mata 45 Topl.es kapas/kasa
steril
14 | Stetheskop 46 | Terniket karet
15 | Sudip lidah 47 | Tromol kasa/kain steril
T t tich riks
16 empal utpe a 48 | Waskom bengkok
dan perlengkapannya
17 | Tensimeter, air raksa 49 | Waskom cekung
18 | Thermometer klinis 50 | Waskom cuci
1o Tes Buta Warna 51 Tas alat
(Ishihara)
. Kl i
2¢ | Timbangan Dewasa 52 jaltlel{::/pemegang Jartm
21 | Tonometer 53 | Koerentang, penjepit
Kuret untuk
22 | Gelas pengukur 54 | membersihkan
hoerdeclum
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No. | Nama Alat No. | Nama Alat
Alat melebarkan .
23 . . 55 | Pinset
punctum lakrimalis ©
Alat untuk
24 | mengeluarkan benda 56 | Retraktor
Selang karet untuk
25 | Benang cat gut 57 | Ceonskatetun
anus
26 | Benang sutera 58 | Semprit, gliserin
27 | Gunting bedah standar | 59 | Disposable spuit
. S it karet untuk
28 | Gunting untuk mata &0 empn. are un.
mengeringkan telinga
. Semprit untuk telinga
29 | Gunting Pembalut 61 lan huka
3¢ | Jarum Jahit 62 | Sikat tangan
Skalpel, mata pisau
31 | Katete 63
arerer bedah
Sharp bin Centainer
32 | Klem arteri, lurus 64 | (Kotak tahan tusukan
untuk spuit bekas)
Alat Gawat Daruratf Life Saving
NO JENIS NAMA ALAT UKEURAN
1 Airway Management
a. L QSCO sefua
- Laryng P ukuran
b. Stylet
c. Endo Tracheal Tube | >0 oo
ulturan
d. Nasopharyngeal semua
tube/Mayo tube ukuran

D

dan

. Suction unit (elektrik
manual)

f. Trachecstomy set

g. Needle
Cricothyrotemi set
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NO

JENIS

NAMA ATLAT

Breathing Management

a. Oksigen tabung

besar dan
kecil

b. Bag Mask Valve

(Ambu bag) untuk
dewasa dan anak

berbagai
ukuran

¢. Regulator untuk
tabung cksigen

dan flowmeter

d. Nasal canule cksigen

e. Masker cksigen

dewasa dan
anak

f. Film viewer (melihat

fota X-ray)

Circulation Management

a. Pulse oxymeter

b. Peralatan untuk
vena sectie(minoer
surgery set)

c. 1.V cathether

berbagad
ukuran

d. Infuse set untuk
dewasa dan bayi
(microdrip set)

e. Intracsseus needle

berbagai

ukuran

f. Manset untuk
infusion pressure

g. Tensimeter &
stetoskop

Drug for Emergency

a. Epinephrine

b. Sulfas atropine

¢. Xylocain

d. Amidarcn

e. Anti Hipertensi

f. Anti Kenvulsan

g. Magnesium sulfat

h. Analgetik
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NO

JENIS

NAMA ALAT

i. Antipiretik

i

Cairan kristaleid,
koloid

Set Bedah/Trauma

a.

Minesurgery set
termasuk tempat
peralatannya

. Collar neckfcollar

splint

berbagai
ukuran

. Pneumeoesplint

semua
ukuran

. Long spine

beard/short  spine
board

. Alat sterilisator

sederhana

Lampu emergensi
(batere)

Set untuk Pertolongan

Kelahiran

a.

Speculum

Partus set

Curretage set

b.
C.
d.

Vaccum Extractie
Set

g

. Tampon

=

Penghangat Bayi

2. Penyediaan Sarana Pengawasan Penyehatan Lingkungan
Tingkat Puskesmas

(=1

Persyaratan Umum

Penyediaan sanitarian kit untuk Sanitarian Puskesmas
dikhusukan untuk kegiatan pengujian kualitas air minum
dan alat deteksi cepat cemaran makanan siap saji dengan
persyaratan:

Wilayah Puskesmas terutama wilayah prioritas

1)

2)

nasional DTPE.

Memiliki tenaga sanitarian berlatar belakang D3

Kesehatan Lingkungan.
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Menyelenggarakan kegiatan penyehatan lingkungan
melalui dana Bantuan Operasicnal Kesehatan (BOK)
atau1 APBD pada satu tahun terakhir.

Sanitarian Kif

1)
2)

3)

6)

Belum memiliki sanitarian kif atau telah rusak.

Sanitarian kit  dikhususkan untuk  kegiatan
pengawasan kualitas air minum secara lapangan.

Sarana Surveilan Penyehatan Lingkungan untuk

Sanitarian Puskesmas yaitu satu kit mobile portable

water test yang mampu memeriksa parameter wajib

kualitas air berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan

Nemor 492 fMenkes/ Per/ IV /2010 tentang Persyaratan

Kualitas Air Minum.

Sanitarian kif mampu menyediakan infoermasi hasil wji

kualitas air dalam bentuk tercetak yang sesuai dengan

format surveilan kualitas air.

Jenis sarana Surveilan Penyehatan Linglkungan untuk

sanitarian dengan rincian:

al Satu set mobile porfable yang dilengkapi dengan :
tempat penyimpan media dan water test kit untuk
analisa parameter kimia, fisika dan mikrebiclegi
untuk sampel air minam.

b) Buku manual dalam bahasa Indonesia

¢) Sertifikat kalibrasi

Spesifikasi alat:

Peralatan tersebut harus mampu telusur sesuai angka

batas minmmal dan maksimal parameter dalam

persyaratan kualitas air minum.

Alat deteksi cepat cemaran makanan siap saji

1)

2)

Belum memiliki alat deteksi cepat atau ada tetapi telah
rusak berat (tidak berfungsi)

Alat deteksi cepat cemaran makanan siap saji i
digunakan untuk pengujian secara kualitatif dan
kuantitatif makanan siap saji yang bersifat mobile
(lapangan). Sasaran adalah Tempat Pengelolaan
Makanan yvang menjadi target pengawasan indikator
program lingkungan sehat dalam pengelolaan higiene
sanitasi pangan yang terstandar.
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Uji kualitas terhadap pangan siap saji dilaksanakan
dengan didahului melalw inspeksi higiene sanitasi
terhadap Tempat Pengelclaan Makanan (TPM) yang
menjadi sasaran pengawasan. Bila hasil inspeksi
higiene sanitasi TPM memenuhi syarat, maka dapat
dilakukan uji kualitas makanan siap saji. Bila kualitas
makanan behim memenuhi syarat, maka dilakukan
pembinaan melalui perbaikan di setiap jalur proses
pengelelaan makanan. Inspeksi higiene sanitasi TPM
mengacu kepada:

a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomoer
1096 /MenkesfPer/VI/2011 tentang Higiene
Sanitasi Jasaboga.

b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1098 /Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan
Hygiene Sanitasi Fumah Makan dan Restoran.

¢. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
942 {Menkes/SK/VIL/ 2003 tentang Pedoman
Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan.

d. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Higiene
Sanitasi Depet Air Minum.

e. Kantin Sekclah dapat mengacu kepada Pedoman
Pengendalian Fakter Risike di Lingkungan
Sekolah.

f. Untuk sasaran lainnya seperti (1) Pasar, (2) Event
khusus dilaksanakan uji petik bahan baku clahan
pangan siap saji.

Parameter pada alat deteksi cepat cemaran makanan

siap saji ini meliputipemeriksaan:

a. Mikrehiclogi: Total kuman, E. coli, Celiform,
Salmoenella atan jenis balkteri lainnya.

b. Kimia yang tidak dipersyaratkan: boraks, formalin,
rthodamin B, methanyl yellow, pestisida dan
kandungan logam berat lainmya nitrit dan nitrat,
arsenic, mercury).

c. Fisika: suhu (termemeter makanan)

Parameter lainnya seperti kandungan babi atau
sesual kebutuhan

2014, No.6
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Pemerintah daerah mengalckasikan dana untuk
kebutuhan reagensia atas alat tersebut.

Hasil uji lapangan ini merupakan bukti kualitas sesaat
di TPM terhadap pengelclaan makanan vang telah
memenuhi syarat. Untuk pengajuan sertifikat layak
higiene sanitasi TPM, wji kualitas makanan tetap
harus dilaksanakan wji di  laboratorium  yang
terakreditasi atau laboratorium vang diberikan
kewenangan cleh aturan hukum yang berlaku.

Alat deteksi cepat imi memiliki dukungan kalibrasi
yang terstandar den memiliki dukungan masa expired
reagensia serta memberikan dukungan jaminan
kemudahan dan dapat dijangkau untuk perbaikan alat
atampun penyediaan regensia.

Tersedia aplikasi pengolahan data atas hasil wi
kualitas dalam bentuk (seftware dan hardware) yang
up te date dalam pembacaan hasilnya yang mampu
telusur sesuai batas minimal dan maksimal parameter
dalam persyaratan kualitas makanan siap saji.
Tersedia buku manual dalam bahasa Indenesia.

Penyediaan Puskesmas Keliling Roda Empat (Pusling R-4) dan
Puskesmas Keliling Perairan

Dalam rangka peningkatan pemerataan jangkanan dan kualitas
pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas
serta menunjang pelaksanaan rujukan medis dan kesehatan, perlu
dilaksanakan upaya penyediaan prasarana penunjang pelayanan
kesehatan salah satunya vaitu Puskesmas Keliling (Pusling) bak
roda 4 (empat) maupun perairan.

1.

Puskesmas Keliling Roda Empat (Pusling R-4) Standar (Single
Gardean)

Persyaratan Umum

1)

Kebutuihan akan adanya Pusling R-4 Standar
diharapkan mempertimbangkan beberapa hal sebagai
berilaut:
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al Diperuntukkan bagi Puskesmas yang wilayah
kerjanya luas dengan kondisi medan jalan yang
tidak sulit.

b} Pusling berfungsi sebagai sarana transportasi
petugas dan pasien berikut peralatan kesehatan
penunjangnya untuk melaksanakan program
Puskesmas dan memberikan pelayanan kesehatan
dasar serta melakukan penyelidikan Kejadian Luar
Biasa (KLB).

¢ Sarana transportasi rujukan pasien.

d) Mendukung pelaksanaan penyulihan kesehatan.

2) Ada surat permmyataan yvang ditandatangani Kepala

Daerah, yang berisi tentang:

a Kesanggupan memenuhi biaya operasional Pusling
R-4 (biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan) dll.

b) Tidak mengalihfungsikan Pusling E-4 menjadi
kendaraan penumpang/pribadi.

¢] Tersedia tenaga yang mampu menyelenggarakan
kegiatan Pusling K-4.

3) Tersedia SK yang ditandatangani cleh Kepala Daerah
tentang nama Puskesmas yang akan menerima
Pusling R-4 Standar.

Persyaratan Teknis

1) Jenis kendaraan dapat menjangkan masyarakat di
wilayah kerja Puskesmas, dan kendaraan dilengkapi
dengan peralatan kesehatan, peralatan komumnikasi,
serta media penyuluhan.

2] Kendaraan  pusling harus memenuhi fungsi
transportasi petugas, rujukan pasien, dan dilengkapi
dengan peralatan untuk pelayanan kesehatan dasar,
program Puskesmas, dan penyuluhan kesehatan.

Acuan

Pedeman Peralatan, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan
Masyarakat, tahun 2008,
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Puskesmas Keliling Roda Empat (Pusling R-4) Double Gardan

a.

Persyaratan Umum

1)

Kebutuhan akan adanya Pusling R-4 Double Gardan
diharapkan mempertimbangkan beberapa hal sebagai
berilaut:

a) Diperuntukkan bagi Puskesmas yang wilayah
kerjanya luas dengan kondisi medan jalan yang
sulit.

b) Pusling berfungsi sebagai sarana transportasi
petugas dan pasien berikut peralatan kesehatan
penunjangnya untuk melaksanakan program
Puskesmas dan memberikan pelayanan kesehatan
dasar serta melakukan penyelidikan KLB.

¢) Saranatranspoertasi rujukan pasien.

d] Mendukung pelaksanaan penyuluhan kesehatan.

Ada surat pernyataan yang ditandatangani Kepala

Daerah, yang berisi tentang:

a Kesanggupan mementihi biaya cperasional Pusling
R-4 (biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan) dil.

b} Tidak mengalihfungsikan Pusling E-4 menjadi
kendaraan penumpang fpribadi.

¢ Tersedia tenaga yang mampu menyelenggarakan
kegiatan Pusling R-4.

Tersedia SK yang ditandatangani cleh Kepala Daerah

tentang nama Puskesmas yang akan menerima
Pusling BE-4 Double Gardan.

Persyaratan Teknis

1)

Jenis kendaraan dapat menjangkan masyarakat di
wilayah kerja Puskesmas, terutama di daerah terpencil
dan sangat terpencil, dan kendaraan dilengkapi
dengan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi,
serta media penyuluhan.

Kendaraan  pusling harus  memenuhi  fungsi
transportasi petugas, rujukan pasien, dan dilengkapi
dengan peralatan untuk pelaysman kesehatan dasar,
program Puskesmas, dan penyuluhan kesehatan.
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c.  Acuan

Pedeman Peralatan, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan
Masyarakat, tahun 2008.

3. Puskesmas Keliling Perairan
a. Persyaratan Umum

1} Kebutuhan akan adanya Pusling Perairan diharapkan
mempertimbangkan beberapa hal sebageai berikut:

a Diperuntukkan bagi Puskesmas yang wilayah
kerjanya sebagian besar hanya bisa dijangkan
dengan transportasi air.

b} Pusling berfungsi sebagai sarana transportasi
petugas dan pasien berikut peralatan kesehatan
penmunjangnya untuk melaksanakan pregram
Puskesmas dan memberikan pelayanan kesehatan
dasar serta melakukan penyelidikan KLB.

¢] Sarana transportasi rujukan pasien.

d Mendukung pelaksanaan penyuluhan kesehatan.

2)  Ada surat pernyataan yang ditandatangani Kepala

Daerah, yang berisi tentang:

a Kesanggupan memenuli biaya operasicnal Pusling
Perairan (biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan)
dan lain-lain.

b} Tidak  mengalihfungsikan  Pusling menjadi
kendaraan penumpang/pribadi.

¢ Tersedia tenaga yvang mampu menyelenggarakan
kegiatan Pusling

3} Tersedia SK yang ditandatangani cleh Kepala Daerah
tentang nama Puskesmas vang akan menerima
Pusling Perairan.

b. Persyaratan Teknis

1) Jenis kendaraan dapat menjengkan masyarakat di
wilayah kerja Puskesmas, dan kendarasn dilengkapi
dengan peralatan kesehatan, peralatan koemunikasi,
serta media penyuluhan.

2) Kendaraan  pusling harus memenuhi fungsi
transportasi petugas, rmyjukan pasien, dan dilengkapi
dengan peralatan untuk pelayanan kesehatan dasar,
program Puskesmas, dan penyuluhan kesehatan.
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c. Acuan
Pedoman Peralatan, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan
Masyarakat, tahun 2008,

Pembangunan Pos Kesehatan Desa (POSKESDES)/Pes Pembinaan
Terpadu PTM (POSBINDU PTM)

Kegiatan pemberdayaan Masyarakat dan Preomosi Kesehatan melalui
Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2014 diarahkan untuk
meningkatkan dukungan promosi kesehatan dalam meningkatkan
pelayanan kesehatan dasar dalam rangka mendukung pelaksanaan
persalinan nermal di Poskesdes serta mendulkung pencapaian target
kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promeoesi kesehatan untuk
meningkatkan dukungan premosi program prioritas pembangunan
kesehatan nasicnal khususnya terkait upaya menurunkan angka
kematian ibu dan bayi di daerahnya masing - masing.

Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM)
adalah kegiatan yang diselenggarakan secara integrasi oleh kelompck
aktif masyarakat dalam upayva preventif dan premotif pengendalian
PTM. Kegiatan moenitering dan peningkatan pengetahuan
pencegahan dan pengendalian faktor risike dilakukan cleh kelompok
masyarakat selektif dari masing-masing anggota vang telah dilatih
untuk melakukan menitering fakter PTM (Kader Monitor) untuk
menjadi penyuluh dan pelaksana konseling falktor risike PTM utama
(Kader Kenselor f Edukator).

1. Pembangunan Poskesdes

Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah Upaya Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)] yang dibentuk di desa
dalam rangka memberdayakan masyarakat di bidang
kesehatan. Namun karena kemampuan masyarakat sebagian
besar terbatas, maka pemerintah membantu pembangunan fisilk
Poskesdes, dengan mempertimbangkan persyaratan sebagad
berikut :

a. Persyaratan Umum

Pembangunan baru Poskesdes adalah pada setiap desa
vang belum ada bangunan Poskesdes dengan persyaratan:

1) Masyarakatnya tidak mampu membangun secara
swadaya.
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2) Tersedia tanah/lahan yang tidak bermasalah atau
bukan lahan sengketa.

3] Beberapa pertimbangan lokasi, antara lain:
a) Ketersediaan lahan di tengah pemukiman warga.
b} Mudah dijangkan cleh masyarakat (transportasi).

C

e

Keamanan petugas kesehatan terjamin.
d) Tidak berdekatan dengan fasilitas pelayanan
kesehatan laintiva.

4) Adanya kesepakatan dalam pembangunan Peskesdes
yang didasari cleh musyawarah masyarakat desa.

Persyaratan Tekmnis

1) Luas bangunan:

a Luas ruangan/bangunan disesuaikan dengan
ketersediaan lahan dengan memperhatikan
kebutuhan mimimal pelayanan/ kegiatan dan hal-
hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan
baik perempuan maupun laki-laki, termasuk ibu
hamil, usia lanjut, dan penyandang cacat.

Mudah dijangkan cleh masyarakat (transportasi).

Keamanan petugas kesehatan terjamin.

Tidak berdekatan dengan fasilitas pelayanan

kesehatan lainnya.

e] Jumlah ruangan den sarana yang dibutuhkan
disesuaikan dengan jenis pelayanan/kegiatan vang
dilaksanakan.

) Pembangunan baru Poskesdes diprioritaskan
menggunakan bahan bangunan vang berasal dari
daerah setempat.

gl Bentuk luar dari Poskesdes dapat disesuaikan
dengan medel rumah adat setempat.

a8 =

=1

2) Denah tata ruang
Rancangan tata ruang/bangunan Poskesdes
disesuaikan dengan fungsi sarana pelayanan
kesehatan dan memperhatikan pemenuhan
kebutuhan, baik perempuan maupun laki-laki,
termasuk ibu hamil, usia lanjut, dan penyandang
cacat. Pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di
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dapat berfungsi sebagai:

a Tempat pendaftaran.

b) Tempat tunggu.

o

]  Ruang pemeriksaan.
Ruang tindakan (persalinan).
Ruang rawat inap persalinan.

=]

2

Ruang petugas.

Tempat konsultasi (gizi, sanitasi, d1l).
Tempat cbat.

Pojok ASI.

Kamar mandi dan toilet.

I

— ey

Peralatan Poskesdes

a Peralatan medis sesua dengan jenis pelayanannya.

b) Peralatan non medis, seperti sarana pencatatan,
meuhelair, sarana koemunikasi, wireless meeting
amplifier, megaphone, dan lain-lain sesuai
kebututhan

¢ Membuat surat pernyataan untuk tidak
mengalihfungsikan Poskesdes Kit yvang
ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan
diketahui cleh Bupatif Walikota.

Acuan

Keputusan Menteri Kesehatan Nemor
1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nemor
140.05/292/2011 tentang Pembentukan Kelompok
Kerja Operasional dan Sekretariat Desa dan Kelurahan
Siaga Aktif Tingkat Pusat.

Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penyelenggaraan
Pos Kesehatan Desa, Pusat Promosi Kesehatan tahun
2012,
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BAB IV
SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Peralatan Tempat Tidur Kelas ITT
Fumah Sakit

RS yvang mendapatkan paket peningkatan fasilitas tempat tidur kelas
T adalah Fumah Sakit milik Pemerintah Daerah Provinsi maupun
milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan
mempertimbangkan: a) Bed Occupancy Rate (BOE) kelas III RS; b)
Rasic tempat tidur yang dipergunakan untuk kelas III dibandingkan
dengan total tempat tidur RS; ¢ Jumlah tempat tidur yang
digunakan untuk kelas OI BS; d) Jenis menu yang diusulkan cleh RS
untuk tempat tidur set kelas I saja, atau untuk bangunan fisik
ruang rawat inap kelas II saja, atau kedua-duanya); dan e) Sudah
pernah atau belum pernah RS memperoleh alckasi DAK untuk menu
fasilitas tempat tidur kelas III RS.

1. Persyaratan Umum
Masih tersedianya lahan untuk peningkatan fasilitas tempat
tidur kelas OT BS.

2. Persyaratan Tekms
a. Luas Lahan dan Tata Ruang Bangunan

Pembangunan/rehabilitasi ruang rawat mnap kelas III RS
harus memperhatikan fungsi sebagai sarana pelayanan
kesehatan serta alur pelayanan untuk kelancaran dalam
pelayanan pasien. Oleh karena itu setiap
pembangunan/rehabilitasi ruang rawat inap kelas I vang
baik, berisi 8 (delapan) set tempat tidur yang dilengkapi
fasilitas penunjang antara lain: selasar, 2 (dua) kamar
mandi, 2 (dua) wasthafel, serta 2 (dua) kipas anginf ceiling
fan.

Bila direncanaksan membangun/merehabilitasi lebih dari 4
(empat) tuang rawat inap kelas I, pada setiap
pembangunan/rehabilitasi 4 (empat] ruang rawat inap
{dengan jumlah tempat tidur 32) atau kelipatannya, maka
perlu dibangun 1 (satw) ruang perawat (NVurse Station) yang
dilengkapi dengan rmang-ruang pendukungnya.
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Adapun conteh ukuran luas ruangan bangunan tersebut di
atas adalah sebagai berikut:

1) Ruang Rawat Inap Kelas I1I

Ruang rawat inap kelas Il | 8 x 9 m?= = 72 m?
2 kamar mandi @ 2x 3 m= =12 m=
Selasar &x 2.5 m* |=20m?
Teotal lnas bangunan yang dibutuhkan | = 104 m=
2) Ruang Perawat (Nurse Station)

1 Ruang kerja perawat 3x 3m? = 9 m?=

1 Ruang istirahat petiigas | 3 x 3 m=2 = g m=

1 Kamar mandi petugas 2x 1.5m= |=3m?2

Total luas bangunan yang dibutunhkan |= 21 m2

+ 1 Ruang kerja perawat 3 x 3 m? = O m2
+ 1 Ruang istirahat petugas 3 x 3 m® = 9 m=
¢+ 1 Kamar mandi petugas 2 x1.5m2 = 3 m=

Total luas bangunan yang dibutuhkan = 21 m*2

Apabila luas lahan vang dimiliki rumah sakit terbatas,
maka pembangunan/rehabilitasi tersebut disesuaikan
dengan kondisi setempat dan tetap memperhatikan acuan
ketentuan pembangunan ruang pelayvanan kesehatan.

Spesifikasi Teknis Bangunan

1) Ruang Rawat Inap Kelas 01
a Lantai terbuat dari keramik kualitas satu (KW-1).
b) Dinding tembek % bata berplester dan dicat.

¢] Atap dari genting dengan plafon.

2 8

Besaran ventilasi alami setiap rangan minimal
15% dari luas lantai rangan, ambang bawah
jendela minimal 1,5 meter dari lantai.

e) Ruang rawat inap dilengkapi dengan 2 buah
wasthafel dari keramik serta 2 buah keran dan
saluran pembuangan.
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) Kamar mandi berlantai keramik kasar (tidak licin)
dilengkapi 1 bak mandi, 1 closei duduk dan 1
gantungan nfus.

2) Ruang Perawat (Nurse Station)
a Lantai terbuat dari keramik kualitas satu (KW-1)
b) Dinding tembek % bata berplester dan dicat.
Atap dari genting dengan plafon.
d] Ruang kerja perawat dilengkapi dengan 1 buah
wasthafel dari keramik serta 1 buah kran dan
saluran pembuangan.

e] Kamar mandi berlantai keramik kasar (tidak licinj.
dilengkapi 1 bak mandi dan 1 closet duduk.
3) Peralatan kesehatan

Peralatan kesehatan yang ada pada setiap rmiang rawat
inap kelas I RS berisi 8 set tempat tidur, di mana
setiap set tempat tidur terdiri dari:

a 1 buah tempat tidur dengan kelengkapannya
(matras, bantal dan selimut).

b) 1 buah nakas.
¢ 1 buah tiang infus.
dj 1 buah meja makan pasien

C

—r

Dengan pertimbangan khusus, rumah sakit dapat mengadakan
peralatan kesehatan lainnya untuk mendukung pelayanan
kesehatan di ruang rawat inap kelas II. Misalnya pengadaan tempat
tidur ginekelegi untuk bangsal kandungan dan kebidanan kelas II.

Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Peralatan Instalasi Gawat
Darurat (GD) Rumah Salkit

1. Persyaratan Umum
Peningkatan fasilitas di Instalasi Gawat Darurat [GD) rumah
sakit, adalah rumah sakit umum atau rumah sakit khusus
milik pemerintah daerah (Provinsi atau Kabupaten/fKota),
dengan mempertimbangkan data sebagai berikut:
a. RSUD pricritas kelas D dan € di seluruh Indonesia (sudah
penetapan kelas).

b. Rumah sakit sudah teregistrasi.
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Persyaratan Teknis

a. Kebijakan tidak ada uang muka bagi pasien kegawat-
daruratan.

b. Pelayanan IGD harus dapat memberikan layanan 24 jam
dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu

¢. Ada dokter jaga yang terlatih di UGD untuk mengatasi
kasus emergency

d. Dokter dan perawat telah mengikuti pelatihan penanganan
kegawatdaruratan di rumah salkit

e. Mempunyai Standar Operating Procedure (SOP) penerimaan
dan penanganan pasien kegawatdaruratan

f. Mempunyai stcndar response fime di IGD selama 5 menit

Kriteria Teknis Peralatan

Peningkatan fasilitas Instalasi Gawat Darurat rumah sakit
mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
856 /MENKES/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat
Darurat Rumah Sakit.

Pembangunan/ Penyesuaian Bangunan IGD

Rumah sakit dapat melakukan pembangunan baru atau
penyesuaian bangunan IGD sehingga memenuhi persyaratan
sebagad berikut:

a. Luas bangunan IGD disesuaikan dengan beban kerja
rumah sakit dengan memperhitungkan kemungkinan
penanganan kerban massal/bencana

b. Leokasi gedung harus berada dibagian depan rmumah sakit,
mudah dijangkau oleh masyarakat dengan tanda-tanda
vang jelas dari dalam dan dari lnar rumah sakit.

¢. Hams mempunyai pintu masuk dan keluar yvang berbeda
dengan pintu utama (alur masuk kendaraan/pasien tidak
sama dengan alur keluar] kecuali pada klasifikasi IGD level
1 dan 2.

d. Ambulans/kendaraan vang membawa pasien harus dapat
sampai di depan pintu yang areanya terlindung dari panas
dan hujan (catatan: untuk lantai IGD yang tidak sama
tinggi dengan jalan ambulans harus membuat ramp).

e. Pintu IGD harus dapat dilalui cleh brankar.
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f Memiliki area khusus parkir ambulans yang hisa
menampung lebih dari 2 ambulans (sesuai dengan beban
rumabh sakit)

g. Susunan ruang harus sedemikian rupa sehingga ams
pasien dapat lancar dan tidak ada “cross infection”, dapat
menampung korban bencana sesuai dengan kemampuan
rumah sakit, mudah dibersihkan dan memudahkan kentrel
kegiatan cleh perawat kepala jaga.

h. Area dekontaminasi ditempatkan di depan/di lnar IGD atau
terpisah dengan IGD.

i. Ruang triase hamus dapat memuat minimal 2 (dua)

brankar.

Harus mempunyai ruang tunggu untuk keluarga pasien.

k. Memiliki ruang untuk istirahat petugas (dokter dan
perawat).

ok ®

C. Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Peralatan Infensive Care Unit
ICU) Rumah Sakit

1. Persyaratan Umum

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan observasi, perawatan
dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit, cedera atau
penyulit-penyulit vang mengancam nyawa atau potensial
mengancam nyawa dengan prognosis dubic, maka diperlukan
Intensive Care Unit (ICU) yang perlu di dukung kemampuan
sarana, prasarana serta peralatan khusus untuk menunjang
fungsi-fungsi wvital dengan menggunakan keterampilan staf
medik.

Peningkatan fasilitas di ICU rumah sakit adalah rumah sakit
umum atanl rumah sakit khusus milik pemerintah daerah
(Provinsi atau Kabupaten/Kota), dengan mempertimbangkan

data sebagal berikut:
a. RSUD prioritas kelas C dan B di seluruh Indonesia (sudah
penetapan kelas).

b. Rumah sakit sudah teregistrasi.
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Persyaratan Teknis

a. Pengelolaan pasien langsung dilakukan secara primer cleh
dokter intensivis dengan melaksanakan pendekatan
pengelolaan total pada pasien sakit lkritis.

b. Pelayanan ICU harus dapat memberikan layanan 24 jam
dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu

¢. Ada Tim jaga yang terlatih di ICU yang terdiri dari dekter
vang mempunyal dasar pengetahuan, keterampilan, teknis,
komitmen waktu dan secara fisik selalu berada di suatu
tempat untuk melakukan perawatan

d. Dokter dan perawat telah mengikuti pelatihan criticed care
medicine berkelanjutan

e. Mempunyai Standear Opercating Procedure (SOP) penerimaan
dan penanganan pasien ICU

Kriteria Teknis Peralatan

Peningkatan fasilitas Infensiwe Care Unit (ICU) rumah sakit

mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

1778/ MENKES/SK/XII/ 2010 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelayanan Intensive Core Unit (ICU) di Rumah

Sakit.

Pembangunan/ Penyesuaian Bangunan ICU

Pelayanan ICU yang memadai ditentukan berdasarkan disain

yang balk dan pengaturan ruang yang adekuat. Disain

berdasarkan klasifikasi pelayanan ICU.

Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Peralatan Pelaysman Obstetrik
Necnatal Emergensi Komprehensif (PONEK) Rumah Sakit

Persyaratan umum

a. Ada dokter jaga yang terlatih di UGD untuk mengatasi
kasus emergensi balk secara umum maupun emergency
obstetrik-necnatal.

b. Dekter, bidan dan perawat telah mengikuti pelatthan tim
PONEK di rumah sakit meliputi resusitasi necnatus,
kegawat-darratan obstetrik dan neonatus.

c. Tersedia kamar operasi yang siap (siaga 24 jam)] untuk
melakukan operasi, bila ada kasus emergensi obstetrik
atau umum.
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d. Adanya dukungan semua pihak dalam tim pelayanan
PONEEK, antara lain dockter kebidanan, dokter anak,
dokter/petugas anestesi, dokter penyakit dalam, dekter
spesialis lain serta dekter umum, bidan dan perawat (telah
memiliki minimal 1 dekter kebidanan dan 1 deokter analk).
Tersedia pelayanan darah yang siap 24 jam.

Mempunyai prosedur pendelegasian wewenang tertentu.

2.  Persyaratan Teknis

a. Peningkatan Sarana dan Prasarana

1) Rancangan denah dan tata ruang maternal dan
necnatal harus memenuhi beberapa persyaratan
teknis sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indenesia Nomeor
1051 /MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman
Penyelenggaraan  Pelayanan ~ Obstetri  Mecnatal
Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Fumah
Sakit.

2]  Persyaratan yang harmis diperhatikan:

a Ruang Maternal
(1) Kamar bersalin:

(a) Lokasi berdekatan dengan kamar operasi
dan IGD.

(b) Luas minimal & m= per orang.

(c) Paling kecil, ruangan berukuran 12 m=.

({d Harus ada tempat untuk iseclasi ibu di
tempat terpisah.

(e) Tiap ibu bersalin harus punya privasi
agar keluarga dapat hadir.

{fi Ruangan bersalin tidak beleh merupakan
tempat lalu lalang erang.

(g) Bila kamar operasi juga ada dalam lokasi
yang sama, upayakan tidak melintas
pada ruang bersalin.

(h) Minimal 2 kamar bersalin terdapat pada
setiap rumah sakit umum.


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.6

(m)

(n)

(o)

(@

(1)

(s)

54

47 -

Kamar bersalin terletak sangat dekat
dengan kamar necnatal, untuk
memudahkan transportasi bayi dengan
komplikasi ke ruang rawat.

Idealnva sebuah ruang bersalin
merupakan unit terintegrasi: kala 1, kala
2 dan kala 3 yang berarti setiap pasien
diperlakukan utuh sampai kala 4 bagi
ibu bersama bayinya secara privasi. Bila
tidak memungkinksan, maka diperlukan
dua kamar kala 1 dan sebuah kamar
kala 2.

Kamar bersalin harus dekat dengan
ruang jaga perawat (nurse stafion) agar
memudahkan pengawasan ketat setelah
pasien partus sebelum dibawa ke ruang
rawat (post partum). Selanjutnya hila
diperlukan operasi, pasien akan dibawa
ke kamar operasi yang berdekatan
dengan kamar bersalin.

Harus ada kamar mandifteilet yang
berhubungan dengan kamar bersalin.
Ruang post partum hams cukup huas,
standar 8 m2 per tempat tidur (bed).
Ruang tersebut terpisah dari fasilitas:
toilet, kloset, lemari.

Pada ruang dengan banyak tempat tidur,
jarak antar tempat tidur minimal 1
meter.

Jumlah tempat tidur per ruangan
maksimum 4 buah.

Tiap ruangan harmis mempunyai jendela
sehingga cahaya dan udara cukup.

Harus ada fasilitas untuk cuci tangan
pada tiap ruangan.

Tiap pasien harus punya akses ke kamar
mandi privasi tanpa ke koridor.


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

55 2014, No.6

- 48 -

() Kamar periksa/diagnestik harus
mempunyai luas sekurang-kurangnya 11
m? dan berisi: tempat tidur
pasien/obsgin, kursi pemeriksa, lampu
sorot, troli alat, lemari obat kecil, USG
mobile dan troli emergensi

(0 Adaruang perawat (rurse station).
(¥ PRuang isclasi bagi kasus infeksi perlu
disediakan seperti pada kamar bersalin.

(w) Ruang tindakan operasifkecil
daruratf one day care: untuk kuret,
penjahitan dan sebagainya.

(¥ Ruang tunggu bagi keluarga pasien.

(2) Unit Perawatan Intensif/ Eklampsia/Sepsis

(a) Unit ini hams berada di samping ruang
bersalin, atau setidaknya jauh dari area
vang sering dilahai.

(b) Paling kecil, ruangan berukuran 18 m=.

(¢) Diruang dengan beberapa tempat tidur,
sedikitnya ada jarak antara ranjeng satu
dengan ranjang lainnya.

([d PRuangan harus dilengkapi paling sedikit
enam steker listrik yang dipasang dengan
tepat untuk peralatan listrik.

b) Ruangan Necnatal

(1) Unit Perawatan Intensif

(@ Unit ini harus berada di samping ruang
bersalin atau setidaknya jauh dari area
yang sering dilalui.

(b) Minimal ruangan berukuran 18 m?=,

{c) Di ruangan dengan beberapa tempat
tidur sedikitnya ada jarak antar ranjsng.

(d Harus ada tempat untuk isclasi bayi di
area terpisah.

(e) Ruang harus dilengkapi paling sedikit 6
steker yang dipasang dengan tepat untuk
peralatan listrik.


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2014, No.6

56

4G

(2) Unit Perawatan Khusus

(a) Unit ini hams berada di samping ruang
bersalin atan setidaknya jauh dari area

vang sering dilahai.

(b) Minimal ruangan berukuran 12 m=.

() Harus ada tempat untuk isclasi bayi di

tempat terpisah.

(d Paling sedikit harus ada jarak antara
inkubater dengan tempat tidur bayi.

(3) Arealaktasi.

Minimal ruangan berukuran 6 m=,

4) Area pencucian inkubater.

Minimal ruangan berukuran 6-8 m=.

Dalam rangka penyelenggaraan PONEK, perlu mempertimbangkan
kebutuhan bagi laki-laki dan perempuan, antara lain:
Adanya pemisahan visual antara ruang bersalin satu dengan
yang lainnya.

Sarana, prasarana dan peralatan yang
mempertimbangkan ergonomis dan kemudahan aksesibilitas
bagi ibu hamil

b.

Jenis Peralatan PONEK

1) PERALATAN NEONATAL

harus

=
°

Jenis Peralatan

Jumlah
minimal

Inkubater baby

5

Infant Warmer

Pulse Oxymeter Necnatus

Phototherapy

Syringe Pump

Infant resuscitation dan Emergensi Set

=R | N

CPAP({Continuous Positive Airvay Pressure) w/
Medical air Compressor

—

Flow meter

e I I N R B Pl R e R

Infuse Pump

._.
@

Necnatus Resusitation and Emergensi Set
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2) PERALATAN MATERNAL

No. Jenis Peralatan Jumlah
Minimal
1. | Kotak Resusitasi berisi: 1
- Bilah Laringoeskop 1
- Balon 1
- Bola lampu laringskop ukuran dewasa 1

- Batre AA (cadangan] untuk  hilah
laringoskep

- Bola lampu laringeskep cadangan

- Selang reservoar cksigen

- Masker cksigen

- Pipa endotrakeal

- Plester

- Gunting

- Kateter penghisap

- Naso gastric tube

- Alat suntik 1, 21/2, 3, 5, 10, 20, 50 cc
- Ampul Epinefrin / Adrenalin

- NaCL 0,9% [/ larutan Ringer Asetat / RL
- MgS04

- Sodium bikarbenat &,4%

- Kateter Vena

- Infus Set

Ekstraktor vakum delivery

Inkubater baby

Infant Warmer

Forceps naegele

AVM (Aspirasi Valkum Manual)

Pompa vakum listrik

Meniter denyut jantung/ pernapasan

Wigel N QU R D)2

Foetal Doppler

—| = = =] = = = = = = = = = = = = == = = = = = = =

._.
@

Set Sectio Saesaria
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¢.  Acuan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Noemor
1051 /MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi
Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit.

Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL)

Penyediaan Instalasi Pengelahan Limbah (IPL) dan Pengadaan
Peralatan Pendukungnya di rumah sakit Provinsi/Kabupaten/ Kota
dari Dana Aleckasi Khusus dimaksudkan untuk menjamin keamanan
Iualitas lingkungan khususnya limbah cair dan padat dari hasil
kegiatan rumah sakit terhadap masyarakat sekitarnya. Instalasi
pengclahan air limbah adalah termasuk pengelahan pendahuluan
(pre treatment). Hal im dilakukan untuk melindungi kualitas
lingkungan sekitar dari kegiatan rumah sakit agar tidak terjadi
pencemaran lingkungan. Instalasi Pengelahan Limbah berfungsi
untuk mengclah air buangan dan mengolah limbah padat yang
berasal dari kegiatan vang ada di rumah sakit agar memenuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peralatan pendukung
adalah peralatan vang berfungsi mendukung dan memperlancar
proses pengolahan air buangan baik pengelahan secara fisik, biclogis
maupun kimiawi, alat pendukung lainnya pengelah limbah padat.

1. Persyaratan Umum Instalasi Pengelahan Limbah Eumah Sakit

a. FRumah sakit tersebut belum mempunyvai Intalasi
pengolahan Limbah atan sudah mempunyai Instalasi
Pengelahan Limbah tapi tidak dapat berfungsi yang
diadakan sebelum tahun 2002.

b. Mempunyai lahan siap bangun, lahan tidak dalam
sengketa, mempunyai sertifikat tanah, sudah dilakukan
perataan, pemadatan dan pematangan tanah.

c. Perhitungan pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah
dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan, pertimbangan
operasional serta kondisi den letak geografis/topografi
daerah.
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d. Adanya Penanggung jawab kesehatan lingkungan rumah
sakit yang memiliki kualifikasi sanitarian serendah-
rendahnya berijjazah diploma (D3) di bidang lingkungan
untuk rmmah sakit kelas € atau D, dan serendah-
rendahnya berijazah sarjana (S1) di bidang lingkungan
untuk ES kelas A atau B.

e. Adanya dukungan semua pihak mumah sakit dalam
pelaksanaan pengelclaan limbah rmmah salkit baik limbah
cair maupun limbah padat.

f.  Pengelolaan limbah rumah sakit harus  memenuhi
persyaratan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1204 /Menkes/ SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan
Lingkungan RS.

g. Garansi Instalasi pengolahan lmbah minimal 1 (satu)
tahun.

h. Garansi purna jual instalasi pengelahan limbah minimal 5
(ima) tahun.

i. Penyedia jasa wajib melakukan Pelatthan pengoperasian
dan pemeliharaan IPL bagi petugas rumah sakit.

j. Penyedia jasa wajib Memberikan Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan Standar Pemeliharan (SMP) Instalasi
Pengelahan Limbah dalam bahasa indenesia.

k. Penyedia jasa atan rumah sakit wajib mengurus ijin
operasional IPAL (jin pembuangan limbah cair) ke
kantor/badan lingltungan hidup setempat sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

1.  Penyedia jasa atau rumah sakit wajib mengurus ijin
operasional incinerafor ke Kementerian Lingkungan Hidup
sestlail dengan peraturan yang berlaku.

m. Rumah sakit yang menghasilkan limbah cair atau limbah
padat yvang mengandung atan terkena zat radicaltif,
pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan BATAN (tidak
dimasukan ke IPAL/ incinerator).

Persyaratan Khusus Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

a. Luas lahan dan bangunan IPAL disesuaikan dengan
kapasitas IPAL yvang dibutuhkan rumah sakit yang didapat
dari data pemakaian rata-rata air bersih per hari.
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Kapasitas IPAL minimal dapat mengelah limbah cair
sebanyak 100% dari jumlah pemakaian air bersih di rumah
sakit tiap harinya. Bila tidak mempunyai dokumentasi
pemakaian air bersih di rumah sakit dapat menggunakan
asumsi bahwa tiap tempat tidur rumah sakit memakadi air
bersih minimal sebanyak 500C liter per hari.

Rumah sakit membuat Perencanaan Detail Engineering
Design (DED) IPAL dan jaringanmya serta RAB, unit cost
vang ditetapkan c¢leh Direktur rumah sakit dengan
rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum pemerintah daerah
setempat diketahui eleh Gubernur/Bupati/ Walikota.

Perencanaan DED IPAL dan jaringannya serta RAB tersebut
dibiayai dari APBD Provinsif Kabupaten/ Kota.

Membuat surat pernyatasn kesanggupan membiayai
Pelaksanaan  Operasional Dan  Pemeliharaan yang
ditendatangani oleh Direktur ES dan diketahui eoleh
Gubernur/Bupatif Walikota sebelum Pekerjaan
Pembangunan dimulad.

Membuat surat pernyataan kesanggupan membiayai uji
laboratorinm lingkungan terhadap influen dan efluen air
limbah vyang masuk dan keluar dari IPAL yang
ditendatangam oleh Direktur rumah sakit dan diketahui
cleh Gubernur/Bupati/ Walikota selama minimal 3 bulan
sekali dan melaporkannya ke Kementerian Kesehatan.

Membuat surat pernyataan kesanggupan menjaga agar
effluent air limbah yang keluar dari instalasi tersebut
memenuhi Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair
Bagi Kegiatan Rumah Sakit atau peraturan daerah
setempat, yang ditandatangani cleh Direktur rumah sakit
dan diketahui cleh Gubernur/Bupati/Walikota sebehim
Pekerjaan Pembangunan dimulai.

Rencana peletakan instalasi pengclahan limbah agar
memperhatikan denah tata ruang di rumah sakit agar

memudahkan cperasicnal, pemeliharaan, dan keamanan
IPL.
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Semua air limbah rumah sakit dialitkan ke IPAL, dan
untuk air limbah dari ruang laboratorium, laundry dan
instalasi  gizifdapur harus  dilakukan  pengelahan
pendahuluan (pre treatment) terlebih dahulu sebelum
dialirkan ke TPAL.

Kemponen yang bisa dicakup dari Dana Alckasi Khusus
(DAK) untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Air
Limbah meliputi:

[ary

Pekerjaan persiapan: houplank, direksi ki, mobilisasi.

)
2]  Pekerjaan struktur pondasi.
3) Pekerjaan konstruksi IPAL.
4)  Plester, acian IPAL dan weter proofing.
5) Fasilitas IPAL antara lain ruang panel, blower dan

ruang operateor.

&) Finishing [PAL.

7]  Pekerjaan equipment, mekanikal dan elektrikal antara
lain pemasangan blower dan pompa, pembuatan panel
listrik, dengan kapasitas daya minimal serta
pemasangan peralatan listrik lainnya.

8) Pagar Pelindung lokasi IPAL.

8) Jaringan Air Limbah dan Bak Pengumpul.

Dalam pemilihan jenms dan teknelegi instalasi pengolahan
air limbah [PAL) harus memperhatikan:
1) Kekuatan konstruksi bangunan.

2) Teknolegi IPAL yang dipilih harus sudah terbukt
effluent (keluaran) air limbah hasil pengolahannya
telah memermihi Keputusan  Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 tentang
Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Eumah Sakit
atau Peraturan Daerah Setempat.

3] Disarankan pihak RS mencari referensi dengan
penmnjauan ke RS yang telah memakai preduk
teknelegi IPAL yang terbukth mimimal 3 tahun
effluenmya masih memenuhi Keputusan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nemer 58 Tahun 1995 atau
peraturan daerah setempat dengan dibuktikan dengan
hasil wji laberatorium lingkungan (vang terakreditasi)
terhadap influent dan effliient air limbah.
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4) Teknologi IPAL yang dipilih harus mudah dalam
pengoperasian dan pemeliharaannya.

5] Mudah mencari suku cadangnya.

6) Biaya operasional IPAL yang tidak besar (listrik,
pemeliharaan alat, dll).

7]  IPAL Dapat digunakan untuk pengolahan air limbah
dengan konsentrasi rendah meanpun konsentrasi
tinggi.

8) Lumpur yang dihasilkan IPAL sedikit.

9) IPAL Tahan terhadap fluktuasi jumlah ar limbah
maupun fluktuasi konsentrasi.

10) Harus dipasang alat pengulaur debit pada infhient dan
effluent IPAL untuk mengetahui debit harian limbah
yang dihasilkan.

11) Pemerintah Daerah dan Pihak Rumah Sakit haras
menyediakan dana untuk tenaga operator dan biaya
operasional lainnya.

Persyaratan Khusus Incinerator

.

Lokasi incinerator merupakan daerah bebas bamjir dan
jarak aman antara lekasi incinerafor dan fasiltas rumah
sakit lainnya.

Memiliki sistem penjagaan 24 jam yang memantau,
mengawasi dan mencegah crang yang tidak berkepentingan
masuk ke lckasi incinerafor dan tempat penyimpanan
limbah padat medis sementara.

Mempunyai pagar pengaman atau penghalang lain yang
memadai dan suatu sistem untuk mengawasi keluar
masuk orang.

Mempunyai tanda yang mudah terlihat dari jarak 10 meter
dengan tulisan “Berbahayva” yang dipasang pada
unit/ bangunan pengolahan dan penyimpanan, serta tanda
“Yang Tidak Berkepentingan Dilarang Masuk” yang
ditempatkan di setiap pintu masuk ke dalam instalasi.
Mempunyad penerangan yang memadai di sekitar lokasi.
Tersedianya sistem pemadam kebakaran.

Incinerator mempunyai minimal dua ruang bakar.
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Spesifikasi  incinerafor, sekurang-kurangnya memuat
infermasiantara lain:

1) Nama pabrik pembuat dan nomoer model.

2)  Jemnis incinerator.

3) Dimensi internal dari unit incinerdator termasuk luas

penampang.
4) zonafruang proses pembakaran.
5] Kapasitas udara penggerak utama (prime cir mover).

)
)
6) Uraian mengenai sistem bahan bakar {jenis/umpan).
) Spesifikasi teknis dan desain dari nozzle dan burner.
) Temperatur dan tekanan operasi di zonaf ruang bakar.
)  Waktu tinggal limbah dalam zena/ruang pembakar.
10) Kapasitas blower.
11} Tinggi dan diameter cerobong.

12) Uraian peralatan pencegah pencemaran udara dan
peralatan.

13) Pemantauan emisi cercbong (stack/ chuimney).

14) Tempat dan deskripsi dari alat pencatat suhu,
tekanan, aliran dan alat-alat pengontrel lain.

15) Deskripsi sistem pemutus umpan limbah yang bekerja
otomatis.

16) Efisiensi Penghancuran dan penghilangan (DRE), dan
Efisiensi Pembakaran (EP).

17) Daftar suku cadang meinerator untuk garansi 1 tahun.

18) Gambar desain dan tata letak incinerdtor.

19) Perhitungan volume ruang bakar 1 dan ruang bakar 2
mcinerdtor.

Suhu di ruang bakar kedua minimum 1.000.C.

Kapasitas dan volume ruang bakar pertama disesuaikan
dengan kebutuhan rumah sakit, melihat jumlah limbah
padat medis yang dihasilkan tiap harinya.

Tersedia minimal 2 (dua thermocuple untuk mengetahui
temperatiir di ruang bakar pertama dan ruang bakar
kedua.

Waktu tinggal (residence time) gas di zonafruang bakar
kedua minimum 2 detik.
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Alat incinerator vang ditawarkan sudah termasuk pelindung
incinerator sesual dengan yang dipersyaratkan pabrikan
incinerator.

Membuat surat pernyataan kesanggupan membiayai wji
laberatorium lingkungan terhadap emisi incinerafor yvang
ditendatangani aleh Direktur rumah sakit dan diketahui
aoleh Gubernur/Bupatif Walikota minimal 1 tahun sekali
dan melaporkanmya ke Kementerian Kesehatan.

Membuat surat pernyataan kesanggupan menjaga agar
emisi incinerator memenuhi Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nemor 13 Tahun 1995 tentang Baku
Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak yang ditandatangani
cleh RS dan diketahui eleh Gubernur/Bupati/Walikota
sebelum Pekerjaan Pembangunan dimulad.

Persyaratan Khusus Alat Penghanciwr Jarmum Suntik dan
Syringenya

.

Alat i mampu menghancurkan jarum suntik dan
syringenya.

b. Alat penghancur jarum suntik dan syringenya harus
teregistrasi di Kementerian Kesehatan.

¢. Hasil clahan alat maksimal 16,0 mm (lebih kecil hasil
olahan lebih baik).

d. Kapasitas alat minimal dapat menghancurkan jarum
suntik dan syringenya 300 buah/jam.

Acuan

a. Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelclaan Lingkungan Hidup.

b. Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

¢. Peratiran Pemerintah Nomer 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

d. Keputusan Bapedal Nomoer 3 Tahun 1995 tentang

Persyaratan Teknis Pengclahan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13
Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak
Bergerak.
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f. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58
Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan

Fumah Salsit.

g. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1428 [Menkes/ SK/XII/2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas.

h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

1190 /Menkes/ Per/VII /2010 tentang Izin Edar Alat
Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
i.  Instruksi Menteri Lingkungan Hidup Nemor 1 Tahun 2013

tentang Persyaratan dan kewajiban dalam ijin Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

F. Pelayanan Darah (Bank Darah Rumah Sakit dan Unit Transfusi
Darah di Rumah Sakit)

1. Pembangunan dan Pengadasn Peralatan Bank Darah Rumah
Sakit (BDRS)
Sejalan dengan kebjakan Kementerian Kesehatan dalam
peningkatan kualitas dan akses pelayanan darah, BDRS
berperan dalam menjamin terlaksananya sistem pelayanan
darah tertutup di rumah sakit. BDES sebagai bagian dari
pelayanan rumah sakit secara keseluruhan berperan sebagai
pelaksana dan penanggung jawab pemenuhan kebutuhan darah
di rumah sakit melalni jalinan kerjasama dengan UTD setempat
sebagai pemasok darah yang aman.

a. Persyaratan Unmum
Pembangunan fasilitas BDES mengacu pada persyaratan
umum sebagai berikut
1} Terdapat UTD yang dapat memasck kebutuhan darah
aman di Kabupaten/Kota setempat.
2) Terdapat rumah sakit Pemerintah di Kabupaten/Kota
setempat.

3) Dinas Kesehatan setempat mempunyai sistem
pengawasan dan pembinaan pelayanan transfusi
darah.
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Ada komitmen daerah untuk membantu
operasicnalisasi dan pemeliharaan BDRES melalui
APBD.

b. Persyaratan teknis

1)

Luas ruang

Luas mang BDRS didasarkan pada jenis rang
kegiatan yang dilaksanakan. Adapun luasnya it
adalah:

b) | Ruang laberaterium Luas : 9 m-
¢) | Ruang penyimpanan darah Luas : 6 m-
d) | Ruang kepala BDES & ruang rapat Luas : 6 m-
e) | Ruang jaga petugas Luas : 5 me
f) | Ruang gudang Luas : 3 me
g) | Ruang kamar mandi/WC Luas : 3 m:
h) | Lorong Luas : 3 m-
Total Luas 40 m-

Denah dan tata muang

Rancangan denah dan tata rmuang pada BDES harus
mempertimbangkan aksesibilitas dan kemudahan dari
kegiatan yang dilaksanakan. Adapun denah dan tata
ruang BDRS harus memenuhi beberapa persyaratan
teknis pelayanan kesehatan yang ada, diantaranya:

a Bangunan berada di dalam
lingkungan /bangunan rumah salkit.

b) Lokasi berada di tempat yang strategis dan
mudah dijangkan dari ruang-ruang perawatan
dan ruang emergensi serta ruang operasi.

¢) Luas minimal 4¢ m: dengan cahaya dan ventilasi
vang culkup serta ber AC, termasuk ruang
administrasi secara terpisah.
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d} Fasilitas air mengalir dan listrilk yang memadad,
genset atau UPS yang mampu mem hack up
refrigerafor agar stabilitas suhu tetap terjaga.

e) Tersedia 2 bak cuci yang terdiri dari bak cuci
tangan dan bak cuci alat.

) Lantai ruangan ada tanpa sambungan (wingl),

sudut lantai melengkung.
Peralatan BDRS (minimal)
a  Blood hank refrigerctor 1 unit
b)  Serological centrifuge 2 unit
¢  Serological rotator 1 unit
d} Dry incubator 1 unit
e]  Microskop binokuler 1 unit
)  Plasma extractor 1 unit
gl Set peralatan uji silang serasi dengan

metode gel 1 unit

Peralatan laboraterium lainnya 1 paket (peasteur pipet
plastic, set alat pemeriksaan 1ji silang serasi dengan
metede gel test, labu semprot, rak tabung, tabung
ukuran 12 x 75 mm, tabung ukuran 5 ml, hematokrit
tube, beker glass, blood grouping plate, baskom cuci,
gelas melamin, gunting stainless steel klem lab,
korentang, sarung tangan, jas laboratorium dan
kacamata pelindung, object glass, fimer, mikro pipete
yellow tipe).

Cool box kapasitas 3 - 5 kantong darah: 3 unit

Bahan habis pakai

al  coombs control cell: 1 wal

b) NaCl0,9% : 25 vial (@500ml

¢) Reagen golongan darah ABO, Rhesus dan Uji
silang metode 3 fase dengan bovine albumin 22%
dan coomb serum :10 vial @10Gcc)

d] Reagen untuk pemeriksaan wi silang serasi
metode gel test/ mikroplate : 1 paket

e] Cairan desinfectant : 1 paket

Data rumah sakit yang belum memiliki UTD rumah
sakit dan BDRS — untuk menu 2014

2014, No.6
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Pemenuhan Peralatan Unit Transfusi Darah (UTD) di Fumah
Sakit

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses pelayanan
darah, pemerintah mengeluarkan kebijaken pendirian UTD

rumah sakit yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Nomeor 423 /Menkes/ SK/VI/2007.

UTD di rumah sakit adalah salah satu instalasi di rumah sakit

yang bertuigas:

a. Menyusun perencanaan;

b. Melakukan pengerahan dan pelestarian pendonoer darah;

c. Melakukan penyediaan darah mulai dari seleksi denor,
penyadapan darah dan uji saring terhadap penyalkit Infeksi
Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD);

d. Melakukan penyimpanan darah;

Melakukan pemeriksaan golengan darah dan wi silang
serasi;

f.  Melakukan pendistribusian darah ke bagian/ruangan lain
atau rumah sakit lain yang membutuhkan;

g. Memantan reaksi transfusi dan melakukan pelacakan
penyebab reaksi transfusi atau kejadian ikutan akibat
transfusi darah;

h. Melalkukan pemusnahan darah yang tidak layak palcad;

i.  Melakukan pencatatan dan pelaporan.

Agar UTD di rumah sakit dapat beroperasi dengan peralatan
yvang memenuhi standar, dalam rangka meningkatkan mutu
pelayanan darah di rumah sakit khususnya dan memngkatkan
mutu pelayanan rumah sakit pada umumnya, maka perlu
didukung dengan peralatan UTD yvang berkualitas dan
memenuhi standar.

a. Persyaratan Unmum

Pemenuhan kebutuhan peralatan UTD di rumah sakit

mengacu pada persyaratan umum yaitu diperuntukkan

bagi pemenuhan peralatan :

1) UTD yang telah operasional di rumah sakit dalam
rangka peningkatan kualitas pelayanan transfusi
darah.
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2)

rangka pemenuhan standar peralatan UTD.

b. Persyaratan Teknis

2014, No.6

UTD yang belum operasional di rumah sakit dalam

NO JENIS EELENGEKAPAN JUMLAH

1. | Perlengkapan seleksi donor D1 ([}It’er%ung Mchile Unit
Peralatan :
Timbangan badan 1 buah 1 buah
Haemoglobinemeter  AC/DC atau
Beker glass ukuran 3¢ ml dan wadah 1 buah 1 buah
CusSo4

11 Tempat kapas Steinles steel 1 buah 1 buah
’;‘;Fz:; wadah untuk menyimpan 1 buah 1 buah
Wadah limbah infeksius 1 buah 1 buah
Wadah limbah nen infeksius 1 buah 1 buah
Tensimeter untule dekter 1 buah 1 buah
Bahan Habis Pakai
Blood lemcet Secukupnya | Secukupnya

1.2 | Capilory tube Secukupnya | Secukupnya
Desinfektan kulit dengan spregy 1btl 1 btl
Kaca cbyek Secukupnya | Secukupnya
Kapas steril Secukupnya | Secukupnya
Bic plate Secukupnya | Secukupnya
Ice pack untuk reagen termos Secukupnya | Secukupnya
Kantong limbah infeksius Secukupnya | Secukupnya
Kanteng limbah non infeksius Secukupnya | Secukupnya
Sabun d:esmfektan untuk cuci tangan 1 btl 1 bil
Reagensia.
Larutan CuS04 BJ 1.052 Secukupnya | Secukupnya

1.3 | Antisera anti A, anti B moncklonal Secukupnya | Secukupnya
Anti D moncklonal IgM Secukupnya | Secukupnya
Reagen Hemeglobinemeter Secukupnya | Secukupnya
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NO JENIS KELENGKAPAN JUMLAH

2. | Perlengkapan pengambilan darah [I;’lrﬁedung Mobile Unit
Peralatan :
Tempat tidur statis 2 buah -
Tempat tidur lipat - 2 buah
Tensimeter 2 buah 2 buah
Blood hank refrigeraior (kapasitas kecil) 1 buah -
Klem [/ pean 2 buah 2 buah
Haemoscale (electric) 2 buah 2 buah
Hand secler 2 buah 2 buah

2.1 | Gunting 2 buah 2 buah
Tempat gunting dan pean 2 buah 2 buah
Tempat kapas steril 2 buah 2 buah
Rak tabung 40 lobang 1 buah 1 buah
Electric sealer 1 buah 1 buah
Wadah limbah infeksius 1 buah 1 buah
Wadah limbah non infeksius 1 buah 1 buah
Tempat limbah padat infeksius (tajam) 1 buah 1 buah
Bahan Habis Pakai : Secukupnya | Secukupnya
Kantong darah 350 ml single Secukupnya | Secukupnya
Spidel artline 70 1 botal Secukupnya
Sarung tangan uk. 8,M.L Secukupnya 1 batol
Desinfektan kulit dalam botol spragy Secukupnya | Secukupnya

5.2 Kassa steril Secukupnya | Secukupnya
z‘:ﬁt]f;lg;:raalﬁl dengan tutup ulir untuk Secukupnya | Secukupnya
Handyplast] sejenisnya Secukupnya | Secukupnya
Kantong imbah infeksius Secukupnya | Secukupnya
Kanteng limbah noninfeksius Secukupnya | Secukupnya
Perlengkapanpenyimpanandarah
Blood hank refrigeraior 1 buah
Peti pendingin darah / cool box untuk | buah

3 moabile unit (25 - 50 kantong)

" | Peti pendingin darah/ cool box untuk 2 buah

ruangan (2 — 5 kantong)
Termometer 2 buah
Termometer digita 1 buah
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Perlengkapan Laboraterinm

4. | Pemeriksaan Konfirmasi Golongan
Darah dan Uji Silang Serasi
Peralatan :
Serclogical centrifuge untuk tube 12 x 1 buah
75 mm
Tuble top centrifuge 1 buah

41 Reagen refrigerator 1 buah

| Sampel refrigerator 1 buah

Centrifuge (gel test) 1 buah
Inkubator ( Dry incubaitor) 1 buah
Inkubator (gel test) 1 buah
Water bath 1 buah
Mikroskop 1 buah
Rak tabung ( tabung 12x75 & rak secukupnya
tabung )
Ela:;ru?li 12X?rseaks1 kaca pyrex | nkupnya
Bloodgrouping plcte secukupnya
Pipet Pasteur uk 1 ml secukupnya
Mikropipet uk 5 ul, 25 ul, 50 ul secukupnya
Labu semprot 1 buah
Timer 2 buah
Gelas wadah bilas pipet Pasteur 2 buah
Gunting 2 buah
Kaca chjek Secukupnya
Ember kecil untuk limbah cair 2 buah
Wadah limbah infeksius Secukupnya
Wadah limbah nen infeksius Secukupnya
Bahan Habis Pakai :
Kantong imbah infeksius Secukupnya
Kantong imbah non infeksius Secukupnya

4.7 Kertas saring Secukupnya

| Tissue Secukupnya

Parafilm 1roll
Spidel Artline 70 2 buah
Yellow Tip Secukupnya
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Sarung tangan ukuran S,M,L Secukupnya
Desinfektan instrumen 1 botol
Reagensia :

Antisera A, B, D IgM moncklonal@l 0 3 vial
ml

43 Bovine Albumin 22% @ 10 ml 3 vial
Anti Human Globulin@ 10 ml 3 vial
Anti D IgG @ 10 ml 2 vial
Test Sel Standar A, B, O Dibuat

sendiri
NaCl 3,9 % 5 liter
LissCoomb’s Card Secukupnya
Diluent Secukupnya
Reagen Skrining dan identifikasi alla ] set
antibodi denor dan pasien

5 Pengolahan Kemponen Darah
Peralatan :

Hand Sealer 1 buah
Electric Sealer 1 buah
Timbangan darah 1 buah
Digital Balance 1 buah
Refrigerated Cenirifiige 1 buah
Plasma Extractor 1 buah
Klem 2 buah

5.1 Gunting 2 buah
Freezer -30°C 1 buah
Blast freezer (pengganti dry ice +
Allzohol 96%) 1 buah
Platelet mcubefor dan Agitator 1 buah
Tempat Tissue 1 buah
Tempat sampah infeksius 1 buah
Tempat sampah non infeksius 1 buah
Lemmineoy Air Flow (kelas 2B) 1 buah
Bahan dan alat habis pakai :

5.2 | Kantong darah ganda, triple Secukupnya
Capillary tube Secukupnya
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Kapas Secukupnya
Alkchol 70% Secukupnya
Allzohol 96%. secukupnya. Secukupnya
Dry Ice Secukupnya
Washing hag secukupnya. Secukupnya
NaCl ¢,%%. Secukupnya
Crito secd Secukupnya
Alumunium ring Secukupnya

6 Peralatan Laboratorium Pemeriksaan
IMLTD
Metocde Rapid Test [untuk jumlah
darah doner <3500 kantong/tahumn)

Tabung Reaksi uk.12x75 mm Secukupnya

6.1 Rak Tabung reaksi 40 lubang 2 buah
Timer 2 buah
Metode Elisa Manualf Semi
Otomatikiuntuk jumlah darah donor
>3500 kantong/tahun)

Tip kuning Secukupnya
Tip biru Secukupnya
Tabung Reaksi uk.12x75 mm Secukupnya
Rak Tabung reaksi 40 lubang & buah
Mikropipet ukuran 5-5C ul 2 buah

6.2 Mikropipet ukuran S¢-200 ul 2 buah
Mikrepipet ukuran 200-1000 ul 2 buah
Dry Incubetor 1 buah
Washer 1-2 buah
Eeader 1-2 buah
Printer + Computer 1-2 buah
Gelas Ukur 2 buah
Timer 3 buah

Mengingat pelayanan darah mempunyai resike cukup tinggi, maka
peralatan UTD harmis memiliki kualitas tinggi.

Kriteria peralatan yang dapat diusulkan:
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¢. Bagi UTD yang telah operasicnal :

1) Peralatan yang belum dimiliki sesua persyaratan
teknis di atas, sedangkan bahan habis pakai dan
reagensia tidak dapat diusulkan karena merupakan
bagian dari operasional UTD.

2) Peralatan pengclahan kempenen darah hanya bagi
UTD yang telah memiliki tenaga yang kompeten dan
adanya permintaan koemponen darah dari klinisi.
Pengolahan komponen darah akan lebih efisien
apabila dilakukan di UTD dengan jumlah denasi lebih
dari 3500C kantong pertahun.

d. Bagi UTD yang belum operasional :

Pemenuhan peralatan, bahan habis pakai den reagensia
vang belum dimiliki sesuai persyaratan teknis di atas,
kecuali peralatan pengelahan kemponen darah tidak dapat
diusulkan.

Pemenuhan Peralatan Kalibrasi di Fumah Sakit

Pemenuhan peralatan kesehatan di Fumah Sakit,
Provinsif Kabupaten/Kota dari Dana Alckasi Khusus dimaksudkan
untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai
kemampuan pelayanan. Peralatan kesehatan harus divji dan
dikalibrasi secara untuk memenuhi standar pelayanan, persyaratan
mutu, keamanan, keselamatan dan layak pakai.

Pengujisn dan kalibrasi dilakukan cleh Balai Pengujian Fasilitas
Kesehatan (BPFK), Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK)
dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang.
Dalam rangka penjaminan mutu keamanan dan layak pakai secara
berkesinambungan, Fumah Sakit dapat melaksanakan pengujian
dan kalibrasi internal dengan memenuhi persyaratan ketersediaan
alat pengujian dan kalibrasi, sumber daya manusia yang kompeten,
standar mutu pengujian dan kalibrasi serta dibawah pembinaan dan
pengawasan BPFE.

Terhadap preduk yang dihasilken melalui sistem pengukuran yvang
valid, menghindari cacat atau penyimpangan hasil ukur terhadap
peralatan kesehatan, yang bertujuan mencapai ketertelusuran
pengukuran. Hasil pengukuran dapat dikaitkan/ditelusur sampai ke
standar yang lebih tinggifteliti (standar primer nasional dan/
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internasicnal), melalui rangkaian perbandingan yang tak terputus,
menentukan deviasi (penyimpangan] kebenaran mila konvensional
penunjuksan  suatu  instrument ukur, menjamin hasil-hasil
pengukuran sesuai dengan standar nasional maupun internasional.
1. Persyaratan Umum
a. Fumah Saldt kelas A dan B.
b. Memiliki SDM berijazah diplema (D3) di bidang teknik
elektromedik minimal 3 orang.
¢. Memiliki ruangan khusus untuk pelayanan pengujian dan
kalibrasi ukuran mimmal 3x3 m? dan memenuhi
persyaratan sebagai ruangan kalibrasi.
d. Memiliki strukturfpejabat penanggung jawab keteknisian.

2.  Persyaratan Khusus

a. Membuat surat pernyataan bahwa peralatan pengujian dan
kalibrasi yang dimiliki hanya digunakan untuk kebutuhan
pelayanan pengujian dan kalibrasi internal.

b. Membuat surat pernyataan bersedia melaksanakan standar
mutu pengujian dan kalibrasi dibawah pembinaan dan
pengaw asan BPFK.

¢. Pernyataan kesanggupan menyediakan anggaran
peningkatan kapabilitas dan kompetensi tenaga/teknisi
pengujian dan kalibrasi.

d. Pernyataan kesanggupan menyediakan anggaran
pemeliharaan dan rekalibrasi peralatan pengujian dan
kalibrasi.

e. Melengkapi dekumen inventaris alat kesehatan dan alat
pengujian dan kalibrasi yang dimiliki.

3. Jenis Peralatan Pengujian dan Kalibrasi

RFumah Sakit hanya diperbolehkan mengusulkan jenis peralatan
pengujian dan kalibrasi alat kesehatan sebagan berikut:

a.  Non mvasive Blood Pressure (NIBP Simulcitor).

b Defibrillator Analyzer.

<. INCU incubator analyjzer.
4.  Infusion device anclyzer.
e Fetal Simulator.

f  Electrical Safety Anclyzer.

g.  Patient Simulaior.
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Ultrasound Transducer Leakage Tester.
Oxygen Anclyzer.

Gas emaesthesi monitor.

Digital thermometer/ Thermocouple.
Dugital Pressure Meter (DPM).

SPOz Simulator.

Venftilator simulator.

Electro Surgery Unit (ESU) Analyzer.
Insulation Tester.

Thermograph/ Thermo Imaging.
Surveimeter Digital Pocket Dosimeter Film Badge.
Beam Alignment Test Tool
Densitometer.

Sensifometer.

Collimator Tool.

Setfe Light Test.

Aufomatic Beam Analyzer.

Termometer untuk cairan prosessing film alat pengukur
suhu dan kelembaban disesuaikan dengan alat.

4, Acuan

Undang-Undang Nemer 2 Tahun 1981 tentang Metrelogi
Legal.

Undang-Undang Nemer 10 Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran.

Undang-Undang Nemor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-Undang Nemor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
363 /Menkes/Per /IV/ 1898 tentang Pengujian dan Kalibrasi
Alat Kesehatan.

Peraturan Mentari Kesehatan Nomor 394/ Menkes-
Sos/SK/V/ 2001 tentang Institusi Penguji Alat Kesehatan.

Undang-Undang Nomer 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit.
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BAB V
SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN

Penyediaan dan pengelclaan cbat terutama obat generik dan Bahan Medis
Habis Paka (BMHP) adalah bagian dari upaya untuk peningkatan akses
dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, serta untuk mendulkung
pelayanan kesehatan sekunder dan tersier dalam rangka percepatan
penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan status gizi
masyarakat, pengendalian penyakit dan penyehatan hngkungan,
terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di
Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) serta Daerah
Bermasalah Kesehatan (DBK).

Menu DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2014 ditujukan
untuk mendukung pencapaian ketersediaan obat terutama obat generik
dan vaksin di Kabupaten/Kota.

A. Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan/Bahan Medis Habis
Pakai (BMHP)

1. Persyaratan Umum

a. Besaran alockasi DAK untuk Kabupaten/Kcta dihitung
berdasarkan biaya minimal obat perkapita penduduk
Penerima Bantuan Iuran (PBI} di Kabupaten/Keta dan
biaya obat perkapita bagi  seluruh  penduduk
Kabupaten/Kota dengan memperhatikan jumlah
kunjungan Puskesmas.

b. Penyediaan Obat dan BMHP dari DAK meliputi cbat
generik, BMHP, reagensia dan vaksin skala
Kabupaten/Kota (tidak termasuk penyediaan wvaksin
imunisasi dasar) yang digunakan untuk pelayanan
kesehatan dasar (PKD) (termasuk Bufferstock
Kabupaten/Kota). DAK dapat juga digunakan untuk
mendukung pembiayaan APBN dalam rangka memenuhi
kekurangan obat dan BMHP yang dibutuhkan dalam
pelaksanasn  Program  Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan (PP dan PL), Program Gizi dan
Kesehatan Ibu Anak (KIA), Program Pricritas Kementerian
Kesehatan lainnya dan pada saat terjadi bencana/Kejadian
Luar Biasa (KLB).
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Penyediaan cbat, terutama Obat Generik, dan BMHP dalam
DAK Bidang Kesehatan TA 2014 Subbidang Pelayanan
Kefarmasian  dipergunakan  sesuai dengan menu
Penyediaan Obat dan BMHP yang terdapat dalam Petunjuk
Teknis DAK Bidang Kesehatan TA 2G14. Bila ketersediaan
obat dan BMHP di masing-masing Kabupaten/Kota telah
terpenuthi minimal selama 18 bulan, Kabupaten/Kota
diperkenankan mengusulkan pengalihan alckasi DAK
Penyediaan Obat dan BMHP ke kegiatan lainnya dengan
batasan masih dalam satu Subbidang Pelayanan
Kefarmasian dean dilaksanakean sesuai Petunjuk Teknis
DAK Bideng Kesehatan TA 2014,

Pengalihan alckasi DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian
sebagaimana dimaksud dalam butir ¢ hams dengan
persetujuan Menteri Kesehatan cq Direktur Jenderal Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota harus menyediakan
anggaran dari APBD Kabupaten/Kota untuk pengadaan
obat dan BMHP, biaya operasional, biaya distribusi obat
dan BMHP serta biaya lain terkait proses pengadaan obat
dan BMHP di Kabupaten/Kota.

2.  Persyaratan Teknis

a.

Penyediaan cbat terutama Obat Generik dan BMHP di
Kabupaten/Kota dilakukan setelah melalui penelaahan
tethadap tingkat kesakitan (morbidify) dan tingkat
kematian (moriality} akibat penyakit untuk mengetahui
jenis obat dan BMHP yang paling dibutuhkan.

Penyediaan cbat dan BMHP hanya dapat digunakan untuk
pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Puskesmas
Perawatan.

Kabupaten/Kota membuat usulan penyediaan Obat dan
BMHP sesuai Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN) dan
Formularium Nasional (Fernas) yang ditandatangani oleh
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan diketahui
cleh Bupatif Walikota.


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

79 2014, No.6

- 72 -

Kabupaten/Kota membuat Surat Pernyataan Kesanggupan
Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangam oleh Kepala
Dinas Kesehatan KabupatenfKota dan diketahui oleh
Bupati/ Walikota.

Pemilihan jenis cbat, BMHP, reagensia dan vaksin skala
Kabupaten/Kota (diluar imunisasi dasar) mengacu pada
Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN) dan Foermulariim
Nasional (Fernas), kecuali Kepala Puskesmas mengajukan
usulan kebutuhan cbat di nar DOEN dan Fornas atau
usulan kebutuhan cobat tradisional (Obat Herbal
Terstandar, Fitofarmaka) dengan mendapatkan persetujuan
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Proses penyediaan Obat dan BMHP untuk kebutuhan Obat
dan BMHP di Pelayanan Kesehatan Dasar dilaksanakan
dengan mengacu pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomer 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melahui
mekanisme e-catedogiie yvang sudah tersedia.

Proses penyediaan Obat dan BMHP agar memperhatikan
dan mengacu pada peraturan perundang-undangan serta
aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku.

Tata cara pengajuan Permchonan Rekomendasi Realokasi
DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2014
adalah  dengan  mengirimkan  Surat Permochonan
Rekemendasi Realockasi DAK Subbidang Pelayanan
Kefarmasian Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan persetujuan
Bupati/ Waliketa, ditujukan kepada Menteri Kesehatan cq
Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
(formulir 1) dengan melampirkan dckumen pendukung
sebagai berikut:
1) Rincian Rencana Penggunaan DAK  Subbidang
Pelayanan Kefarmasian TA 2014,
2) Tingkat Ketersediaan Obat selama 18 bulan (formulir 2);
3) Rincan Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan
barufRehabilitasi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota
(IFK) dan/ atau Penyediaan sarana pendulkung IFK.
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B. Pembangunan Baru/Rehabilitasi danfatau Penyediaan Sarana
Pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK)

1. Persyaratan Umum

a.

Pembangunan Baru Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota

(IFK) diperuntukan bagi:

1) Kabupaten/Kota yang belum memiliki IFK (termasuk
di dalamnya Kabupaten/Kota hasil
pemekaran/ bentukan baru).

2) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ingin memperhias
ata1 merelokasi Instalasi Farmasi yang sudah ada.

Apabila salah satu kendisi tersebut telah terpenuhi, maka
Kabupaten/Kota harus mempunyai lahan siap bangun
(pembebasan, sertifikat tanah dan pematangan lahan
(pemerataan dan pemadatan) merupakan tanggung jawab
Pemerintah Kabupaten/Kota)

Eehabilitasi dan Perluasan Instalasi Farmasi

Kabupaten/Kota (IFK)

Rehabilitasi dan Perluasan IFK diperuntukan bagi [IFK

yang:

1) Mengalami kerusakan berat dan spesifikasinya telah
ditentukan c¢leh instansi berwenang (Dinas PU
setempat).

2) Memiliki luas penyimpanan tidak menculkupi untuk
menyimpan cbat dan BMHP yang dikelola (sesuai
kebutuhean daerah).

3]  Belum mememihi standar untuk menyimpan obat dan
EMHP.

Penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi

Kabupaten/Kota (IFK). Sarana pendukung IFK hanya

diperuntukkan bagi KabupatenfKota dengan ketentuan

sebagai berikut:

1)  Belum memiliki sarana pendukung tersebut.

2) Sarana pendukung yang ada telah rusak berat.

3) Kapasitas sarana pendukung vang ada tidak memadai
(lebih kecil dari kebutuhan).
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Pengadaan sarana pendukung IFK dilakukan berdasarkan
analisa kebutuhan, pertimbangan coperasicnal serta kendisi
dan letak geografis/topografi daerah.

d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan biaya
operasional dan biaya pemeliharaan IFK.

2.  Persyaratan Teknis

a. Pembangunan Baru IFK

1) ILmas lahan dan bangunan disesuaikan dengan
kebutuhan daerah berupa wlume obat dan BMHP
yang akan disediakan (minimal memiliki ruang
penerimaan, ruang karantina, ruang penyimpanan,
ruang pengemasan, ruang penyerahan, ruang cobat
kadaluarsa dan ruang Kepala IFK).

2) Kabupaten/Keta membuat usulan pembangunan
dengan melampirkan master plan, gambarf block plan,
unit cost (per m?) dan RAB. Unit cost masing-masing
daerah ditetapkan c¢leh Dinas Pekerjaan Umum
setempat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota dan diketahui oleh
Bupatif Walikota setempat.

3) Kabupaten/Kota membuat Surat Pernyataan
Kesangguipan Pelaksanaan Pekerjaan yvang
ditandatanganmi cleh  Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan diketahui cleh Bupati/ Walikata.

4]  Proses pengadasn pembangunan harius mengacu
kepada peraturan perundang-undangan serta aturan
perubahan dan aturan turunannya yang berlaku.

5) Denah tata ruang

Rencana tata ruang/bangunan agar memperhatikan
fungsi sebagal sarana penyimpanan cbat publik dan
BMHP serta mengacu pada buku Standar Sarana dan
Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
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Eehabilitasi dan Perluasan IFK

1)

Rehabilitasi dan Perluasan bangunan IFK disesuaikan
dengan kebutuhan Kabupaten/Kota berupa luas serta
volume cbat dan BMHP yang harus disediakan.

Kabupaten/Kota membuat usulan rehabilitasi dan
perluasan pembangunan IFK dengan melampirkan
master plan, gambar/ block plan, unit cost (per m?) dan
RAB. Unit cost masing-masing daerah ditetapkan oleh
Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah setempat
dan ditandatangamni aleh Kepala Dinas
Kabupaten/Kota serta diketahui oleh Bupati/Walikota.

Kabupaten/Kota membuat Surat Pernvataan
Kesangpupan Pelaksanaan Pekerjaan yvang
ditandatangami oleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan diketahui cleh Bupati/ Walikota.

Proses pengadaan rehabilitasi dan  perluasan
bangunan harus mengacu kepada peraturan
perundang-undangan serta aturan perubahan dan
aturan turunannya yang berlaku.

Denah dan rencana rehabilitasi tata muang/bangunan
IFK agar memperhatikan fungsi sebagai sarana
penyimpanan obat publik dan BMHP serta mengacu
pada Standar Sarana Dan Prasarana Di Instalasi
Farmasi Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Pengadaan Sarana Pendukung IFK

1)

Sarana pendukung IFK hanya diperbeolehkan untuk:

a) Sarana penyimpan yaitu  Vaccine  Cooler,
Refrigerator, Generator Set, AC split, Hand Forklift,
Palet, Eak cbat dan BMHP, Lemari Narkotilka dan
Psiketropika dan Trolley.

b) Sarana Distribusi Obat dan BMHP yaitu Moebil Box
Roda Empat yvang spesifikasinya memperhatikan
kebutuhan distribusi dan kesesuaian geografis
wilayah.

¢) Sarana Pengamanan yaitu Alarm Kebakaran,
CCTV, Tabung Pemadam Kebakaran (alat
pemadam api ringan (APAR)), Pagar dan Teralis.
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d} Sarana Pengoelah data yaitu Kemputer (PC), Printer,
serta Uninteruptable Power Supply (UPS).

€] Sarana Telekomunikasi, yaitu Mesin Faksimili dan
perangkat konektivitas jaringan internet berupa
modem.

2]  Kabupaten/Kota membuat usulan pengadaan sarana
pendukung IFK dengan melampirkan RAB dan unif
cost yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan diketahui cleh Bupati/ Walikota.

3) Kabupaten/Kota membuat Surat Pernyataan
Kesanggupan Pelaksanaan Pengadaan yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Bupati/ Walikata.

4]  Proses pengadaan harus mengacu kepada peraturan
perundang-undangan serta aturan perubahan dan
aturan turunannya yang berlalku.

5] Pengadaan sarana pendukung IFK disesuaikan dengan
kebutuhan serta mengacu pada Standar Sarana Dan
Pragarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan
Kabupaten/Kota.

C. Pembangunan Baru/Rehabilitasi dan/atan Penyediaan Sarana
Pendukung Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)

1. Persyaratam Umum

a. Pembangunan IFP

1) Pembangunan bam1 Instalasi Farmasi Provinsi
dimaksudkan jika Dinas Kesehatan Provinsi ingin
memperluas atau merelokasi Instalasi Farmasi yang
sudah ada.

2]  Apabila kondisi tersebut telah terpenuhi, maka
Provinsi wajib mempunyai lahan siap bangun
([pembebasan, sertifikat tanah dan pematangan lahan
[pemerataan dan pemadatan] merupakan tanggung
jawab Pemerintah Prowvinsi).
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Rehabilitasi dan Perluasan Instalasi Farmasi Provinsi

diperuntukan bagi IFP yang :

1) Mengalami kerusakan berat dan spesifikasinya telah
ditentukan c¢leh instansi berwenang (Dinas PU
setempat)

2) Memiliki luas penyimpanan tidak mencukupi untuk
menyimpan obat dan BMHP yang dikelcla (sesuai
kebutuhan daerah).

3) Belum memenuhi standar untuk menyimpan chat dan
BMHP

Penyediaan Sarana Pendukung IFP

Sarana pendukung IFP hanya diperuntukan bagi Provinsi
dengan ketentuan sebagai berikut:
1)  Belum memiliki sarana pendukung tersebut

2) Sarana pendukung yang telah rusak berat
3] Kapasitas sarana pendukung vang ada tidak memadai
(lebih kecil dari kebutuhan)

Pengadaan sarana pendukung IFP dilakukan berdasarkan
analisa kebutuhan, pertimbangan coperasicnal serta kendisi
dan letak geografis/topografi daerah.

Pemerintah  Daerah  Provinsi menyediakan  biaya
operasional dan biaya pemeliharaan IFP.

Persyaratan Teknis

Pembangunan Baru IFP

1) ILmas lahan dan bangunan disesuaikan dengan
kebutuhan daerah berupa wlume obat dan BMHP
yang akan disediakan (minimal ruang penerimaan,
ruang karantina, ruang penyimpanan, ruang
pengemasan, ruang penyerahan, ruang cbhat
kadalarsa dan ruang Kepala IF).
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2) Provinsi membuat usulan pembangunan dengan
melampirkan master plan, gambar/ block plan, unit cost
(per m?) dan RAB. Unif cost masing-masing daerah
ditetapkan ocleh Dinas PU  setempat dan
ditandatangani cleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
dan diketahui cleh Gubernur setempat

3) Provinsi membuat Surat Pernyataan Kesanggupan
Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani coleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan diketahui oleh
Gubernur.

4) Proses pengadaan pembangunan harus mengacu
kepada peraturan perundang-undangan serta aturan
perubahan dan aturan turunannya yang berlaku.

5] Denah Tata Ruang

Rencana tata ruang/bangunan agar memperhatikan
fungsi sebagal sarana penyimpanan obat publik dan
BMHP serta mengacu pada buku Standar Sarana dan
Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan
kabupaten/Kota.

Rehabilitasi dan Perluasaan IFP

1) Rehabilitasi dan Perluasan bangunan IFP disesuaikan
dengan kebutuhan Provinsi berupa luas serta volume
cbat dan BEMHP yang harus disediakan.

2]  Provinsi membuat usulan rehabilitasi dan perluasan
pembangunan IFP dengan melampitkan measter plan,
gambar [ hlock plan, unit cost (per m®*| dan RAB. Unit cosi
masing-masing daerah ditetapkan oleh Dinas PU
Pemda setempat dan ditandatangani cleh Kepala
Dinas Kesehatan Provinsi serta diketahui oleh
Gubernur.

3) Provinsi membuat Surat Pernyataan Kesanggupan
Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan diketahui oleh
Gubernur.

4] Proses pengadaan rehabilitasi dan  perluasan
banguman hams mengacu kepada  peraturan
perundang-undangan serta aturan perubahan dan
aturan turunannya yang berlaku.
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Denah dan rencana rehabilitasi tata ruang/bangunan
IFP agar memperhatikan fungsi sebagai sarana
penyimpanan obat publik dan BMHP serta mengacu
pada Standar Sarana dan Prasarana di Instalasi
Farmasi Provinsi dan Kabupaten/ Kota

¢. Pengadaan Sarana Pendukung IFP

1]

Sarana pendulung [FP hanya diperbolehkan untuk:

al Sarana penyimpan yaitu Refrigerator, Generctor
Set, AC spiit, Hand Forklifi, Palet, Rak ocbat dan
BMHP, Lemari Narkotika dan Psikotropika, Trolley
dan Incinerafor (spesifikasi mengacu pada
Incinerdtor dalam Subbidang Pelayanan Kesehatan
Rujukan).

b) Sarana Distribusi Obat dan BMHP yaitu Mobil Box
Roda Empat/ Enam yang spesifikasinya
memperhatikan  kebutuhan  distribusi dan
kesesnaian geografis wilayah.

¢) Sarana Pengamanan yaitu Alarm Kebakaran,
CCTV, Tabung Pemadam Kebakaran Alat Pemadam
Api Ringan (APAR), Pagar dan Teralis

d} Sarana Pengolah data yaitu Kemputer (PC), Printer
dan Uninterupiable Power Supply (UPS)

e) Sarana Telekomunikasi, yaitu Mesin Faksimili dan
perangkat kenektivitas jaringan internet berupa
modem.

Provinsi membuat wusulan pengadaan sarana
pendukung IFP dengan melampirkan RAB dan unit
cost yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi dan diketahui oleh Gubernur.

Provingi membuat Surat Pernyataan Kesanggupan
Pelaksanaan Pengadaan vang ditandatangani oleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan diketahui oleh
Gubernur.

Proses pengadaan harus mengacu kepada peraturan
perundang-undangan serta aturan perubahan dan
aturan turunannya yang berlaku.
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5) Pengadaan sarana pendukung IFP disesuaikan dengan
kebutuhan serta mengacu pada Standar Sarama dan
Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan
Kabupaten/Kota

Acuan

a. Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN) yvang berlaku

b. Formularium Nasional (Fernas) yang berlaku

c. Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang harga Serum dan
Vaksin Program Imunisasi yang berlaku

d. Keputusan Menteri Kesehatan tentang Harga Perbekalan
Kesehatan dan Obat Gigi yang berlalu

e. Peraturan  Menteri Kesehatan  tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengadaan Obat dengan Prosedur e-
purchasing berdasarkan e — catadogue yang berlaku

f.  Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang Pengadaan Obat
Pemerintah melalui mekanisme e-purchasing berdasarkan
katalog elektronik (e-catalogiie) yang berlaku

g. Standar Sarana dan Prasarana di Instalasi Farmasi
Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berlaku.

h. Peraturan Perundang-undangan tentang Obat Tradisional,
Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka yang berlaku.
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BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN

Pemantauan Dan Evaluasi

1.

Tuwjuan Pemantauan dan Evaluasi

a.

Memastikan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di
Provinsi/ Kabupaten/ Kota tepat waktu dan tepat sasaran
sesual dengan penetapan alckasi DAK Bidang Kesehatan
TA 2014 dan Petunjuk Teknis DAK Bidang Kesehatan
Tahun 2014.

Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam
pelaksanasn DAK Bidang Kesehatan TA 2014, yang
nantinya digunakan untuk perbaikan perencanasn dan
pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2015,
Memastikan  pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan
bermanfaat bagi masyarakat di ProvinsifKabupaten/Kota
mengacu pada tujuan dan sasaran yvang telah ditetapkan
dalam dekumen perencanaan pembangunan nasicnal.
Meberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan dan
pengelelaan DAK Bidang Kesehatan yang meliputi aspek
perencanaan, pengalckasian, pelaksanaan, dan
pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan ke depan.

Ruang Lingkup Pemantanan dan Evaluasi

a.

Kesesuaian antara kegiatan DAK Bidang Kesehatan dengan
usulan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD).

Kesesuaian pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satman Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD] dengan petunjuk teknis dan
pelaksanaan di lapangan.

Realisasi waktu pelaksanaan, Ilokasi, dan sasaran
pelaksanasn dengan perencanaan.

Evaluasi pencapaian sasaran kegiatan DAK berdasarkan

input, proses, ouipuf sejauh mana hila memungkinkan
sampai oufcome dan impect.
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e. Pencapaian manfaat yang dipercleh dari pelaksanaan DAK
Bidang Kesehatan

f.  Dampak (Impact) yang ditimbulkan dalam pelaksanaan
DAK.

3. TataCara Pemantauan dan Evaluasi

a. Review atas laporan triwulanflaperan akhir yang
disampaikan ocleh Gubernur/Bupati/Waliketa dan Dinas
Kesehatan Provinsi setiap akhir triwulan sesuai dengan
format laporan.

b. Kunjungan lapangan atau studi evahiasi.

c. Forum keoordinasi untuk menindaklanjuti hasil review
laporan dan atau kunjungan lapangan.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan cleh Organisasi Pelaksana dan
ataul Tim Koordinasi di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota
sesuai dengan petunjuk teknis dalam Surat Edaran Bersama (SEB)
Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan
Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK.

Pelaporan

Kepala Daerah menyampaikan laperan triwulan yang memuat
pelaksanaan kegiatan dan penggunasn DAK kepada:

1. Menteri Kesehatan

2. Menteri Dalam Negeri

3. Menteri Keuangan

Penyampaian laporan triwulan pada kegiatan DAK Bidang Kesehatan
TA 2014 dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah

triwulan yang bersangkutan berakhir (Maret, Juni, September dan
Desember).

Kepatuhan daerah dalam menyvampaikan laperan triwulanan dapat
dijadikan pertimbangan dalam pengalckasian DAK tahun berikutnya
sesual peraturan perundang-undangan.

1. Jenis Pelaporan

Laporan dari kegiatan pemantauan teknis pelaksanaan DAK
Bidang Kesehatan terdiri:
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Laporan triwulan yang memuat jenis kegiatan, lokasi
kegiatan, realisasi keuangan, realisasi fistk dan
permasalahan dalam pelaksanaan DAK, yang disampaikan
selambat-lambatnya 14 hari setelah akhir triwulan
berakhir. Contoh laporan triwulan sebagaimana tercantum
dalam formulir 3, 4, dan 5.

Laporan penyerapan DAK disampaikan kepada Menteri
Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
Trasfer Ke Daerah yang berlaku.

Laporan akhir merupakan laporan pelaksanaan akhir
tahun, yang disampakan dua bulan setelah tahun
anggaran berakhir. Conteh laporan akhir sebagaimana
tercantum dalam formulir 6.

Alar Pelaperan

Pelaksanaan di Kabupaten/Kota

1) Kepala SKPD menyampaikan laperan triwulan kepada
Sekretaris Daerah dan selanjutnya Sekretaris Daerah
melakukan kompilasi laperan SKPD. BupatifWalikota
menyampaikan kompilasi laporan SKPD kepada
Menteri Keunangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Teknis (Menteri Kesehatan).

2) Kepala SKPD (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan
RS Kabupaten/Keta) menyampaikan laporan triwulan
kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan selanjutnya
Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan kompilasi
laperan pelaksanasn DAK Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota kepada Menteri Kesehatan melalui
Sekretaris Jenderal up. Kepala Bire Perencanaan dan

Anggaran.

Pelaksanasn di Provinsi

1) Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulan kepada
Sekretaris Daerah dan selanjutnya Sekretaris Daerah
melakukan kompilasi laporan SKPD. Gubernur
menyampaikan kompilasi laporan SKPD kepada
Menteri Kenangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Teknis (Menteri Kesehatan).
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2) Kepala SKPD (Dinas Kesehatan Provingi dan RS
Provinsi)] menyampakan laperan triwulan kepada
Dinas Kesehatan Provinsi dan selanjutnya Dinas
Kesehatan Provinsi menyampaikan kompilasi laperan
pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di  Provinsi
kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal
up. Kepala Bire Perencanaan dan Anggaran.

¢. Laporan Triwulanan disampaikan selambat-lambatnya 14
[empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan
berakhir. (Maret, Juni, September dan Desember).

Bagan 1. Alur Laporan Triwulan di Tingkat Kabupaten/Kota

‘ri - -

Ket:
- |3paran |angsung SEB
-: laparan langsung
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Bagan 2. Alur Laporan triwulan di Tingkat Provinsi

SKEMA LAPORAN TRIWULANPELAKSANAAN DI PROVINSI

B0

i

Ket:
el |3paran langsung SEB
: laparan langsung
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BAB VII
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan DAK
Bidang Kesehatem TA 2014 yang diarahkan untuk kegiatan yang dapat
meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelavanan kesehatan
masyarakat di Provinsif Kabupaten/Kota terutama daerah dengan derajat
kesehatan yang belum optimal sehingga warga masyarakat dapat
mempercleh pelayanan kesehatan bermutu.

Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan 2014 ini merupakan
pilihan kegiatan bagi tiap subbidangnya. Dimana tiap subbidang
pelayanan kesehatan dasar, subbidang pelayanan kesehatan rijukan dan
subbidang pelayvanan kefarmasian masing-masing mempunyai beberapa
pilihan kegiatan di tiap subbidangnya dan tidak diperkenankan adanya
pengalihan anggaran dan kegiatan antar subbidang karena adanya
keterikatan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP} Tahun 2014 dan
Undang-Undang APBN 2014.

Kegiatan-kegiatan yang bisa didanai dari DAK Bidang Kesehatan 2014 ini
sebagaimana diuraikan di atas sifatnya adalah pilihan. Kepala Daerah
bisa memilih satil atan lebih kegiatan sesual prioritas daerah. Pemilihan
kegiatan DAK Bidang kesehatan seharmisnya merupakan bagian program
jangka menengah sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan
Rencana Strategis Daerah.

Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatannya agar disinergikan dengan
kegiatan yang bersumber dari pendanaan lainnya (seperti dana Tugas
Pembantuan, APBD Provinsif Kabupaten/kota dan sumber pembiayaan
lainnya) sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI
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FORMULIR 1

CONTOH SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI REALOKASI DAK
SUBEBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN TA 2014

Nomor : Januari 2014
Lampiran : Satu berkas
Hal . Permohonan Rekomendasi Realokasi DAK Subbidang

Pelayanan Kefarmasian TA 2014
Yang terhormat,
Menteri Kesehatan
c.q Dirjen Binfar dan Alkes
di

tempat

Sehubungan dengan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang
Kesehatan TA 2014, Kabupaten ..... mendapatkan alokasi DAK Subbidang

Pelayanan Kefarmasian sebesar Ep. .................. Setelah dilakukan
perhitungan perencanaan kebutuhan obat sampai persediaan 18 bulan ke
depan, dibutuhkan dana sebesar Rp. ................ . sehingga terdapat sisa

alokasi sebesar Bp.....coooeveenn .

Untuk itn bersama ini kami mengajukan permochonan rekemendasi
pengalihan sisa dana DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian sebesar Rp.
.................... dengan rincian sebagai berikut :

a. Pembangunan Baruf Rehabilitasi IFK = Ep. .............
b. Pengadasn sarana dan prasarana IFK =EREp. .............

Adapun bersama ini kami lampirkan data dukung sebagad berikut:
1. Tingkat ketersediaan cbat selama 18 bulan
2. RAB Pembangunan baru/ Rehabilitasi IFK dam/atau Penyediaan sarana
pendukung IFK.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami
ucapkan terima kasih.

Mengetahui Kepala

Bupati/Walikota Kab/ Kota, Dinas Kesehatan Kab/Kota,
Nama Nama

NIP
Tembusan:

Kadinkes Propinsi ..........
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Keterangan:

1. Kebutuhan adalah persediaan ideal selama satu tshun dengan penghitungsm pemeakaian rata-rata per bulan tahun
sebelumnya x 18 bulan (12 bulan kebutuhan, 3 bulan cadangan/ buffer stock, dan 3 bulan lead fime pengadaan)

. 8isa stok adalah jumlah fisik cbat dan vaksin yang ada di IFK di akhir periode tertentu

Jumlah Obat dan Vaksin yang tersedia di IFK adalah : Sisa stek + total penggunaan selama periode tertentu
Untuk triwulan I sisa stok per 31 Maret, Pemakaian dari awal Bulan Januari sampai dengan akhir Maret

Untuk triwulan I sisa stok per 3¢ Juni, Pemakaian dari awal Bulan Janueari sampai dengan akhir Juni

Untuk triwulan I sisa stok per 30 September, Pemakaian dari awal Bulan Januari sampai dengan akhir September
% Ketersediaan Obat dan Vaksin di IFK = jumlah cbat dan vaksin yang tersedia / kebutuhan x 100%

Now s s
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FORMULIR 3
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DAK BIDANG KESEHATAN TA 2014
SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR TRIWULAN I/II/II/IV %)
Kabupaten/Kota
Provinsi
Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Permagalahan
Kegesuaian
antara .
o Jumlzh Realisasi DPA-SKFD Upaya | Lokasi
Mo Jenis Kegiatan 4 Kod P A Kegiatan
Jml | Satuan Jml | Satuan engan eae cmeeanan
Juknis Magalah Magalah
DAK . Total . ) yang
(Rp. PeRnda:rJi;:;ng Rp. Keui/ngan Fljlk Ta | Tidak diharapkan
Juta) | P I | Jutal el )
1 2 3 4 5 [ 7 3 9 10 11 12 13
1 Pembangunan
Poskegdes
2 | Puskesmas
Pembantu

e Pembangunan
baru
Rehabilitasi
Alat Kegehatan

No.6
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e Pembangunan
baru

« Rehabilitagi

« Peninglkatan
Puskesmas
menjadi
Puskesmas
Perawatan

e Alat Kesehatan

Perencanaan Kegiatan Pelakganaan Kegiatan Permagalahan
Kesesuaian
antara )
o Jumlah Realigasi DPA-SKPD Upayn | Lokasi
No Jenis Kegiatan Kegiatan
Jml | sat Jmt | ga dengan Kode Pemecahan
i | waEn Juknis | Masalah | Masalah
s
DAK Pendamping Total Keuangan | Fisik . ! yang
(Rp. (Rp. Jutal Rp. %] ©5) Ta | Tidak diharapkan
. b b
Juta) P Juta)
1 2 3 4 S 6 7 a8 9 10 11 12 13
3 | Puskesmas Non
Perawatan
& Pembangunan
baru
« Rehabilitasi
« Alat Kegehatan
4 | Puskesmas
Perawatan
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Perencanaan Kegiatan Pelakganaan Kegiatan Permagalahan
Kesesuaian
antara )
o Jumlah Realisasi DPA-SKPD Upaya | Lokasi
Jenis Kegiatan dengan Kode Pemecahan Kegiatan
Jml | Satuan Jml | Satuan £
Julknig Masalah Magalah
DAK Pendamping Total Keuangan | Fisik . = yang
(Rp. (Rp. Jutal Rp. %] ©5) Ta | Tidak diharapkan
Juta) Juta)
2 3 4 s 3 7 8 9 10 11 12 13
Puskesmas
Perawatan Mampu
PONED
e Pembangunan
baru
« Rehabilitagi

« Peninglkatan
Puskesmas
menjadi
Puskesmas
mampu PONED

« Alat Kegehatan

IPL

« Pembangunan
IPAL

& Penghancur
jarum suntik
dan syringe
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Perencanaan Kegiatan Pelakganaan Kegiatan Permagalahan
Kesesuaian
antara )
o Jumlah Realigasi DPA-SKPD Upayn | Lokasi
No Jenis Kegiatan Kegiatan
Jml | sat Jmt | ga dengan Kode Pemecahan
i | waEn Juknis | Masalah | Masalah
s
DAK Pendamping Total Keuangan | Fisik . ! yang
(Rp. (Rp. Jutal Rp. %] ©5) Ta | Tidak diharapkan
. b b
Juta) P Juta)
1 2 3 4 S 6 7 a8 9 10 11 12 13

7 | Rumah Dinag

« Rehab Rumah
Dinag dr/drg

¢ Rehab Rumah
Dinag
Paramedis

& | Puskesmas
Keliling
« Roda4
- Single
gardan
- Double
gardan
« Perairan
g | Alat Kegehatan
e alat
laberatorium
« alat poliklinik
get
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Perencanaan Kegiatan Pelakganaan Kegiatan Permagalahan
Kesesuaian
antara )
o Jumlah Realigasi DPA-SKPD Upayn | Lokasi
No Jenis Kegiatan 4 Kode Pemecahan Kegiatan
Jml | Satuan Jml | Satuan erean °
Julknig Masalah Magalah
DAK Pendamping Total Keuangan | Fisik . ) yang
(Rp. (Rp. Jutal Rp. %] ©5) Ta | Tidak diharapkan
Juta) Juta)
1 2 3 4 S 6 7 a8 9 10 11 12 13
e alat gawat
darurat/Life
Saving

« Sanitarian Kit

e Food
Contarminction
kit

Mengetahui,

Kepala Dinas Kesehatan Prov.

Nama
NIP

Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota

Nama

NIP

No.6
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Petunjuk pengisian :

Kolom 2 diisi dengan jenis kegiatan sesuai dengan juknis

EKolom 3 diisi dengan jumlah kegiatan pada sarana dan prasarana kesehatan.

Kclom 4 diisi dengan satuan dari kelom 3.

Kolom 5 diisi dengan besarnya alokasi DAK Bidang Kesehatan (termasuk pendamping) untuk masing-masing kegiatan.
Kolom 6 diisi dengan jumlah kegiatan yang terealisasi pada sarana dan prasarana kesehatan.

Kolom 7 diisi dengan satuan dari kelom 6

A N Y

Kolom & diisi dengan realisasi penggunaan DAK (termasuk pendamping) untuk masing-masing kegiatan sampai dengan
triwulan I I/ IT/TV 4.

Kolom @ diisi dengan persentase fisik sampai dengan triwulan I/ I/ TIT/TV 4.
Kolom 10 diisi dengan Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis

¥ Kolom 11 diisi dengan kede masalah dibawah ini: Kode Masalah **)
Permasalahan terkait dengan Peraturam Menteri Keuangan (PMK)
Permasalahan terkait dengan petunjuk teknis

Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran (SKPD)
Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD

Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kentrak
Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelcla
Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D

Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjasm Kentrak

¥ Kolom 12 Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjasn Swakele

¥ Kolom 13 lekasi kegiatan (pembangunan poskesdes di Desa ................. )

AN

Lol RN e S R S N
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FORMULIR 4
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DAK BIDANG KESEHATAN TA 2014
SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN TRIWULAN I/II/ I /TV %
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Perencanaan Kegiatan Pelakeanaan Kegiatan Permagalahan
Kesesuaian
Jumlah Reali ; antara DPA-
No Jenig Kegiatan um Rlmast SKPD dengan Upaya
Jumlah | Satuan Jml | Satuan Jukni Kode Pemecahan
o — i Masalah | Masalzh
Rp Pendamping (;p Keuangan | Fisik va Tidak **) yang
' ' dih: ke
Jutal (Rp. Juta) ut ) %) iharapkan
1 2 3 4 5 6 7 8 El 10 11 12
1 Penyediaan Chat
dan BMHP
Kabupaten/Kota
2 Instalasi Farmasi
Kabupaten/Kota
& Pembangunan
baru
« Rehabilitasi
e Sarana
pendukung IFK
1] Barana

penyimpan
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Proving
a. Pembangunan
baru
Rehabilitasi
Sarana
pendukung IFP
1) Sarana
penyimpan
2] Sarana
distribusi
3) Sarana
pengaman

-

o

Perencanaan Kegiatan Pelakeanaan Kegiatan Permagalahan
Kesesuaian
. . tara DPA-
Jumlah Real an U
No Jenig Kegiatan um eaneast SKPD dengan paya
Jumlah | Satuan Jml | Satuan Jukni Kode Pemecahan
o — i Masalah | Masalzh
Rp Pendamping (;p Keuangan | Fisik va Tidak **) yang
' Rp. Jut ' % %y diharapkan
Jutg | FRutE ) el
1 2 3 4 5 6 7 8 El 0 11 12
2] Sarana
distribusi
3) Sarana
pengaman
4] Sarana
pengolah data
5] garana
telekomunikasi
3 Instalasi Farmasi
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Perencanaan Kegiatan Pelakeanaan Kegiatan Permagalahan
Kesesuaian
. . tara DPA-
Jumlah Real an U
No Jenig Kegiatan um eaneast SKPD dengan paya
Jumlah | Satuan Jml | Satuan Jukni Kode Pemecahan
o — i Masalah | Masalzh
Rp Pendamping (;p Keuangan | Fisik va Tidak **) yang
) Rp. Jut: ) % % diharapkan
Jutg | FRutE ) el
1 2 3 4 5 6 7 8 El 10 11 12
4] Sarana
pengolah data
5) sarana
telekomunikasi
Mengetahui,

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

Nama

Nama

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
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Petunjuk pengisian :

Kolom 2 diisi dengan jenis kegiatan sesuai dengan juknis

Kolom 3 diisi dengan jumlah kegiaten pada sarana dan prasarana kesehatan.

Kolom 4 diisi dengan satuan dari kolom 3.

Kolom 5 diisi dengan besarnya alokasi DAK Bidang Kesehatan (termasuk pendamping) untuk masing-masing kegiatan.
Kolom 6 diisi dengan jumlah kegiaten yang terealisasi pada sarana dan prasarana kesehatan.

Kolom 7 diisi dengan satuan dari kelom &

R N T Y

Kolom 8 diisi dengan realisasi penggunaan DAK (termasuk pendamping) untuk masing-masing kegiatan sampai dengan
triwulan I/ I/ TO/TV 4.

Kolom 9 diisi dengan persentase fisik sampai dengan triwulan I/ I/ T /TV *).
Kolom 10 diisi dengan Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis

¥ Kolom 11 diisi dengan kode masalah dibawah ini: Kode Masalah *4
Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Permasalahan terkait dengan petunjuk teknis

Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran (SKPD)
Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD

Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak
Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D

Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kentrak

¥ Kolom 12 Permasalahan terkait dengan Pelaksanasn Pekerjaan Swakelo

AN

L0~ U BN =
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FORMULIR 5
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN 2014
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TRIWULAN I/I/II/IV 4
Provinsi :
Kabupaten/Kota :
RSUD/RSK
Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Permagalahan
Kesesuaian
antara DPA-
o Jenis " Jumlah Juml Realisasi SKFPD Upaya
ents heglalan dengan Pemecahan
Jumlah | Satuan Jumlah | Satuan Juknis Masalah Masalah
DAK : Total - yang
Rp. P(egdaﬂ;gg Rp. Ke“(f/n]ga“ F(‘;']k Ya | Tidak diharapkan
Jutal i Juta) ° g
1 2 3 4 S [ 7 8 9 10 11 12

1 Fasilitas TT Kelas III

a. Pembangunan
baru

b. TT get Peralatan

2 IGD RS

a. Pembangunan/Pe
nyesuaian
bangunan IGD RS

b. Peralatan IGD RS
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Jenis Kegiatan

Perencanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan

Permasalahan

Jumlah

Satuan

Jumlah

Juml

DAK
(Rp.
Juta)

Pendamping
(Rp. Juta)

Total
(Rp.
Juta]

Jumlah

Satuan

Realizasi

Kesesuaian
antara DPA-
SKPD
dengan
Juknis

Keuangan | Fisik
(%) (%)

Ya | Tidak

Magalah

Upaya
Pemecahan
Magalah
yang
diharapkan

5

& Bl

10

12

ICU RS

a. Pembangunan/Pe
nyesuaian
bangunan ICU RS

b. Peralatan ICU RS

PONEK RS

a. Pembangunan
baru

b. Peralatan PONEK
RS

UTD di RS /BDRS

a. Peralatan UTD di
RE

b. Pembanguna
BDRS

¢. Peralatan BDRS

Instalasi Pengolahan
Limbah RS
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Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Permagalahan
Kezesuaian
antara DPA-
Mo Jenis Kesiat Jumlah Juml Realizasi SKPD Upaya
enis Kegiatan dengan Pemecahan
Jumlah | Satuan Jumlah | Satuan Julenis Magalah Masalah
DAK . Total Lo yang
Rp. Pel:da;nrimg (Rp. Keuia/ngan thlk Ya | Tidak diharapkan
Jutay | BRREL %) %)
1 2 3 4 S 6 7 8 Bl 10 11 12
7 Alat Kalibragi
Total
Mengetahui,
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Direktur RS
Nama Nama
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Petunjuk pengisian :

v Kelem 2 diisi dengan jenis kegiatan sesuai dengan juknis (untuk pengadaan peralatan laboratorium Dinas Kesehatan
Kabupaten/ Kota disebutkan jenis peralatan yang dipercleh)

Kelem 3 diisi dengan jumlah kegiatan pada sarana dan prasarana kesehatan.

Kolom 4 diisi dengan satuan dari kelom 3.

Kolem 5 diisi dengan besarnya alckasi DAK Bidang Kesehatan (termasuk pendamping) untuk masing-masing kegiatan.

Kelem 6 diisi dengan jumlah kegiatan yang terealisasi pada sarana dan prasarana kesehatan.

Kolom 7 diisi dengan satuan dari kolom 6

R N Y

Kelem 8 diisi dengan realisasi penggunaan DAK (termasuk pendamping) untuk masing-masing kegiaten sampai dengen
triwulan I/ T/ TT/TV 4.
Kclem 9 diisi dengan persentase fisik sampai dengan triwulan I[/TI/TIT/TV 4.
Kelem 10 diisi dengan Kesesuaian antara DPA-SKPD dengan Juknis
v Kclem 11 diisi dengan kode masalah dibawah ini:

Kede Masalah
Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Kenangan (PMK)
Permasalahan terkait dengan petunjuk teknis
Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja den Anggaran (SKPD)
Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD
Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak
Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D
. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak
10. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelcla

AR

CENP U LN
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FOEMULIR &

SISTEMATIEA
LAPORAN AKHIRE DANA ALOKASI KHUSUS

I. PENDAHULUAN
a. Latar belakang

b. Tujuan penulisan laporan

II. HASIL PELAKSANAAN DAK

a. Umum
b. Per bidang DAK

III. PERMASALAHAN DAN KENDALA PELAKSANAAN DAK

a. Umum
i. Perencanaan
ii. Penganggaran
iii. Pelaksanaan
iv. Pemantanan, dan

v. Evaluasi

b. Khusus
i. Keberadaan dan peran tim keordinasi

i1. Proses dan mekanisme koordinasi

c. Per bidang DAK

IV.PENUTUP

a. Saran dan masukan daerah
b. Rekomendasi kebijakan untuk pemerintah pusat
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